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ABSTRAK 

Muhamad Irfan Taufiq Hidayat, NIM. 1606302. Hukum Wali Nikah 

Perspektif Maqa>s}id Syari<’ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafii). TESIS, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN 

Metro Tahun 2018. 

Di dalam pernikahan wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan. Namun 

dalam mazhab fiqh terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. 

Mazhab Hanafi memandang wanita yang sudah mukallaf (baligh dan berakal sehat) 

boleh menikah tanpa adanya wali. Sedangkan mazhab Syafii memandang wanita seperti 

apapun keadaanya baik yang sudah mukallaf atau belum, pernikahannya wajib adanya 

wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Perbedaan dari kedua mazhab tersebut 

tentunya ada alasan dan sebabnya. Kemudian dari kedua pandangan mazhab tersebut 

tentang wali dalam pernikahan, akan dianalisis sesuai dengan teori maqâs}id syari‟ah. 
Berdasar uraian tersebut dapat dipaparkan dengan rumusan masalah dalam pertanyaan 

penelitian ini: (1) Mengapa terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab 

Syafi‟i tentang hukum wali dalam pernikahan?. (2) Bagaimana hukum wali nikah 

menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi‟i dalam perspektif maqâs}id 
syari‟ah?. 

Tujuan penelitian ini ialah, untuk mengetahui penyebab perbedaan mazhab 

Hanafi dan mazhab Syafi‟i dalam hukum wali pernikahan. Kemudian, untuk memahami 

maqâs}id syari‟ah yang terkandung dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi‟i dalam 
memandang wali dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian normatif, sifat penelitiannya ialah pendekatan konseptual dan 

komparatif. Sumber data mencakup sumber data primer dan skunder. Metode 

pengumpulan data library research. Metode analisis datanya, metode deskriptif 

kualitatif, metode teknik berpikir deduktif, metode komparatif, dan metode interpretasi. 

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah. Pertama, alasan 

perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Karena mazhab Hanafi 

tidak mewajibkan wali. Karena, memandang seorang perempuan yang sudah mukallah 

dianggap lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Hal ini termasuk mengenai 

pernikahannya dan pengurusan hartanya. Sedangkan, mazhab Syafi‟i mewajibkan wali, 

karena memandang untuk menjaga kehormatan kemaluan dan berdasarkan hadis\ yang 

menyatakan pernikahan batal jika tidak terdapat wali dam pernikahan tersebut. Kedua, 
maqâs}id syari‟ah dari pandangan mazhab Hanafi ialah. Memandang faktor mukallaf 

sebagai alasan diperbolehkannya menikah tanpa adanya wali. Maz\hab Hanafi 

mengedepankan perlindungan akal (hifz aql) dan jiwa (hifz nafs) sebagai Maqa>s}id 
Juz’iyah dari hukum diperbolehkannya nikah tanpa wali. Selanjutnya, maz\hab Hanafi 

yaitu untuk menghindarkan setiap orang dari hukum zina, terutama bagi kedua 

pasangan yang sudah saling memiliki hasrat, namun mereka jauh dari orang tua.\ 

Sedangkan, maqa>s}id syariah maz\hab Syafii ialah demi kehati-hatian dalam menjaga 

kehormatan kemaluan. Kemudian, adanya wali akan mencegah gangguan dan gugatan 

dari pihak manapun terhadap kelanggengan setiap pernikahan. Dengan adanya wali, 

akan didapatkannya doa dan restu dari orang tua supaya tercipta keluarga sakinah, 
mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama pernikahan.    
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 

(latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam 

kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa 

selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis 

dalam buku yang menjadi rujukan. 

A. Konsonan 

 Tidak dilambangkan =    ا 

 B =   ب

 T =   خ

 Š =   ث

 J =   ج

 h =   ح

 Kh =   خ

 D =    د

 |Z =    ر

 R =    س

 Z =    ص

 S =   س

 Sy =   ش

 }S =  ص

 {d =  ض

 t =    ط

 {z =    ظ

 (mengahadap ke atas) „ =    ع

 G =    غ

 F =   ف

 Q =    ق

 K =    ك

 L =    ل

 M =    و

ٌ    = N 

ً    = W 

 H =    ه

 Y =   ي

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di 

atas („), berbalik dengan koma („) untuk penggantian lambang ع. 



 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

           a = fathah 

           i  = kasrah 

           u = dlommah 

â 

î 

û 

 menjadi qâla قال

 menjadi qîla قيم

 menjadi dûna دًٌ

 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. 

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan 

“ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = ً 

ay = ي 

 menjadi qawlun قٌل

 menjadi khayrun خيش

 

C. Ta’ Marbûtah 

Ta‟ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ Marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maak ditransliterasikan 

dengan menggunakan “h” misalnya انشسانح انًذسسح maka menjadi al-risalaṯ li al-

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan 

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang 

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى سحًحالله menjadi fi rahmatillâh. 



 

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 

4.  Billâh „azza wa jalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTO 

 

                            

                              

                 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah 

kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan 

kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu 

lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

(QS. Al-Baqarah ayat 232).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h.38. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan 

langkah awal membina rumah tangga yang sakinah.
2
 Perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah. Menurut Hukum Islam, pengertian perkawinan itu adalah akad atau 

persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus melalui 

ijab dan qabul atau serah terima.
3
 Adapun hal yang perlu digarisbawahi adalah 

terdapat pada kata persetujuan. Dalam Islam, telah dijelaskan tentang konsep 

perwalian, yang apabila dikaitkan dengan kata persetujuan diatas, maka dapat 

ditarik sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah pembahasan 

tentang hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan. 

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak hanya 

dikenal dalam kajian ilmu fiqih saja, akan tetapi juga telah diatur secara jelas 

dalam aturan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pelaksanaan pernikahan haruslah 

didasarkan atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini 

konsep perwalian yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam 

menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya. Akan tetapi dasar 

                                                             
            

2
 M. Thalib, 25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam (Bandung : Irsyad Baitu Salam, 1999) , h. 

5. 
            

3
 Nasruddin Thoha, Pedoman Perkawinan Islam (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1967) , h. 10. 



perwalian tersebut tetap harus melibatkan perempuan, dalam meminta ijinnya, 

sehingga tidak dapat dibenarkan praktik nikah paksa.
4
 

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah 

terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dikaji dalam fiqih. 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menjelaskan 

tentang syarat dan rukun dalam pernikahan. Disebutkan bahwa hal-hal yang 

mengenai tidak lengkapnya syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, 

dan apabila tidak terpenuhinya rukun, maka perkawinan tersebut menjadi tidak 

sah bahkan menjadi batal. Dari penjelasan di atas, maka tergambar jelas betapa 

pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan agar dapat dikatakan sah 

menurut hukum positif (Negara), maupun secara Hukum Islam.
5
 

Menurut Hukum Islam, dalam kajian kitab-kitab fiqih, suatu pernikahan 

dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan 

kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, 

karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai 

perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal. Dengan 

begitu peran wali menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan yang 

sesuai dengan aturan Negara, terlebih menurut hukum Islam.
6
 

Disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam 

pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang 

                                                             
4
 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 51. 

5
 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1,.... h. 51. 

6
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, (Bandung: PT. Alma’arif, 1981), h. 7.   



bertindak untuk menikahkannya.
7
 Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah 

sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa, bahwa: 

8  
Artinya:  Dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, „Tidak sah 

suatu pernikahan kecuali dengan wali‟. 

Berdasarkan hadiš tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah 

pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan walinya. 

Menurut Sayyid Sabiq pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang 

dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.
9
 Jadi 

sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan 

seorang perempuan yang berada dalam kuasanya. 

Sementara itu dalam ranah kajian pandangan empat Mažhab tentang 

konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, terdapat perbedaan dalam 

menafsirkan baik itu yang terdapat dalam nas}s}-nas}s} Al-Qur‟an maupun dalam 

teks-teks hadiš, sehingga menarik untuk dibahas. Ikhtilaf yang paling terlihat 

adalah pandangan maz\hab Hanafi dan maz\hab Syafi‟i terkait hukum dan 

kedudukan wali dalam pernikahan. 

Di dalam kitab Hawi al-Kabir, terdapat pendapat Abu Hanifah tentang 

wali dalam pernikahan, seperti di bawah ini: 

ََلاََكََوََ
َ
ََِّيفََخَََٔبَُأ َََنَْإَِ/ َََيٓالََخََوَََٓأغَِيَُلََِةولايَََاٌالََِفََِآََيَْيََعَََََْكَُيًََََْل َفَآََيَْيََعََََكَُيًَََل

َِ ََجازََوَََة،ولايَََٓاكاخَُِ
َ
ََِثِفردَََنَْأ ََلدعََاىَْب ََرجوٌَََلََإََِردهثََوَََٓاصَِفَْجَََعَََ

َ
َاعتراضَلَاَوَََامرأةَوَْأ

                                                             
7
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19. 

8
 Shahih Bukhori, Vol 7, (Damaskus: Dar al-Tawq al-Najah, 1422 H), h. 15. 

9
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II (Beirut : Dar Fikr, 1995), h. 197. 



ٌََََْآََيَْيََعََ َإََِلَََِٔال ََلَاّ
َ
َِوَََء،فََنَََيَِْدَََفََِآََصََفَْجَََثضعَنَْأ ََٔنَُِلََُِولايةٌَالاَفََِآََيَْيََعَََنََكَََنإ

َ
َوَْأ

َََصغر َإََِآََصََفَْجَََثِهحًََْل ََِلَاّ 10.لََٔب
  

Maksud dari pendapat Abu Hanifah di atas adalah menunjukkan status 

wali. Wali menurut Abu Hanifah di atas ketika wanita sudah baligh dan berakal 

sehat, maka boleh menikah tanpa wali dan mengaqad dirinya sendiri. Namun 

untuk ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan 

wali. 

Dalam pandangan maz\hab Hanafi, membagi wali menjadi dua, yakni 

Wilayah wajib (ijbar) dan Wilayah (perwalian) sunnah. Wilayah wajib (ijbar) 

yaitu konsep perwalian yang digunakan dalam pernikahan perempuan yang 

masih kecil (belum baligh), atau sudah baligh namun akalnya tidak sempurna, 

baik masih gadis atau sudah janda.
11

 

Adapun yang kedua, wilayah sunnah adalah wali dalam pernikahan 

perempuan yang sudah baligh dan berakal, baik masih gadis atau sudah janda. 

Dalam kasus ini, maz\hab Hanafi berpendapat bolehnya seorang wanita yang 

sudah baligh dan berakal ketika menikah tidak harus dengan wali. Bahkan 

perempuan tersebut boleh menikahkan atau mengaqadkan dirinya sendiri, 

karena perempuan tersebut dianggap menguasai dirinya, dan bisa untuk 

mentas}arufkan harta yang dimiliki tanpa harus tergantung pada orang lain 

termasuk oleh walinya.
12
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Berbeda dengan pendapat maz\hab Syafi‟i,  yang memasukkan wali 

sebagai salah satu yang harus ada dalam pernikahan. Karena menurut Imam 

Syafii tidak ada wanita yang menikah tanpa wali. Seperti yang tertulis dalam 

kitabnya al-umm: 

َفََافَِالش ََالََكََ  /َ َعى
َ
رَََامََْىَ أ

َ
ََِتَْدََكَََََُةٍَأ َفََلَِ وَََنَِذَْإََِيَِْغََب َِلََٓا َلَََاحََكَََُ

َ
ِِ َ َكََال ََنَ ا، /ََالََبى

13َ"وٌَاطَِاَبََََٓخَُكَََِِ"فََ

Kemudian dalam kitab hawi al-kabir: 

َ
َ
ََْنَ أ ََِفََِشرطَلََٔال َإََِدلََعََاىََْصحيََلَاََآََكاخَُِ َِلَاّ َََٓسََيَْىََوََََِّب ََاََل

َ
ََِثِفردَنَْأ ََلدعََاىَْب َعَََ

َِوََ,َآََصَِفَْجََ َََأذنَنَْإ أءَآََلَِوَََآََل ََةيففََشَرَ,َةيََبَِنَََوَْاَََةيََغَِصَََتََُكَََش
َ
َِ,َدُيةوَْأ َكَْب

َ
14  خيباَوَْرأ

  

 Pandangan Imam syafi‟i ini dipertegas dengan pendapat bahwa 

meskipun seorang perempuan sudah baligh dan berakal sehat, baik masih gadis 

maupun sudah janda, apabila melakukan sebuah akad pernikahan harus 

dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena (masih menurut maz\hab Syafi‟i), 

seorang perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan 

orang lain. Sehingga munculnya implikasi hukum tidak sah suatu pernikahan 

tanpa adanya wali.
15

 

Sebenarnya akar dari perbedaan pandangan di atas, adalah berawal dari 

perbedaan penafsiran terhadap dalil nas Al-Qur‟an dan hadiš terkait hukum dan 

kedudukan kedudukan wali dalam pernikahan. Apabila merujuk pada dalil 

tentang perwalian, pada dasarnya semua yang telah disyari‟atkan oleh Allah 
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SWT, bukan semata-mata sebuah konsep yang hampa dan tak mempunyai 

makna. 

Menurut Zahrah,
16

 Al-Qur‟an merupakan syariat Islam yang bersifat 

menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat, karena 

terdapat kaidah-kiadah yang bersifat global beserta rinciannya. Masih menurut 

Zahrah, jika Al-Qur‟an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, 

maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global dan sedikit sekali yang 

terinci. 

Dikatakan bahwa seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam AL-

Qur‟an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam, yaitu: 

Penjelasan Al-Qur‟an yang bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah 

menetapkan makna yang dikandungnya; nas}s} Al-Qur‟an bersifat mujmal 

(global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok hukum, baik 

dengan isyarat maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci 

hukum tersebut dengan sempurna.
17

 

Al-Qur‟an ditinjau dari segi lafaz}nya, keseluruhanya adalah qath‟i, 

dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Adanya jaminan bahwa Al-

Qur‟an itu mutawatir telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafadznya 

qath‟i.
18

 

Tetapi apabila Al-Qur‟an menerangkan masalah-masalah hukum fiqh 

dengan global, bukan terinci, sehingga memerlukan penjelasan dari sunnah, 

maka para ulama‟ telah menetapkan, bahwa dalalah ayat Al-Qur‟an tersebut 
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terhadap hukum-hukumnya, terkadang bersifat z}anni dan terkadang bersifat 

qath‟i.
19

 

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena maupun 

masalah fiqh khususnya dalam hal pernikahan, yang ketentuan hukumnya tidak 

diatur secara tegas baik dalam Al-Qur‟an maupun hadiš. Dari sini, mulai 

muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah yang sedang 

dihadapi tersebut. Hal inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan 

ijtihad. Abd. Wahab
20

 menambahkan, dalam rangka menetapkan hukum 

terhadap suatu peristiwa dengan jalan ijtihad, seorang mujtahid haruslah 

mengetahui tujuan Syari‟ menurunkan dan menetapkan syari‟at. 

Dalam kajian Maqa>s}id Syari>’ah, dijelaskan bahwa semua hukum yang 

ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal 

bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks- teks 

syari‟at. 

Dalam prinsip Maqa>s}id Syari>’ah, menarik atau mengambil kebaikan 

(kemas}lahatan) dan menolak atau menghindari keburukan (kemafsadatan). Dari 

konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, yang mengharuskan wali adalah 

seorang laki-laki, hal ini menimbulkan gelombang protes dari para pejuang 

gender. Apalagi jika mencermati pandangan Mažhab Imam Hanafi yang tidak 

memasukkan wali dalam rukun nikah. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa 

suatu pernikahan dikatakan sah, meskipun tanpa wali. Bahkan menimbulkan 

implikasi hukum bahwa perempuan boleh menikahkan (mengakadkan) dirinya 

sendiri, tanpa harus didampingi seorang wali. 
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Dari perbedaan pandangan di atas, kiranya perlu untuk mencari dan 

memahami makna baik itu dalam teks Al-Qur‟an, maupun hadiš yag 

berhubungan dengan konsep wali dalam pernikahan. Karena dengan memakai 

metode maqa>s}id syari>’ah untuk mengetahui maksud dan tujuan Syari‟ (Allah 

SWT) dalam mengatur tentang perwalian dalam pernikahan. Baik wali dalam 

pernikahan menurut pandangan mazhab Hanafi atau wali dalam pernikahan 

menurut pandangan mazhab Syafii. Dikarenakan terdapat perbedaan pendapat 

anatar kedua mazha tersebut dalam menentukan wali dalam pernikahan. Bisa 

dipastikan di dalam perbedaan penentuan status hukum wali dalam pernikahan 

kedua mazhab tersebut memiliki tujuan dan maksud tertentu sesuai tuntunan 

syariah Islam.  Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari Hikmah al Tasyri‟ dari 

wali sebagai rukun dalam pernikahan benar-benar tersampaikan dan 

memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang konsep 

perwalian dalam Islam apabila ditinjau dari teori maqa>s}id syari>’ah. Hal ini 

mendorong penulis untuk mengambil judul penelitian: “HUKUM WALI 

NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQÂS}ID SYARI’AH (Studi Komparatif 

Pandangan Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafii). 

Penelitian yang berjudul tersebut di atas, agar tidak terjadi kekeliruan 

maupun kesalahan pemahaman, maka perlu kiranya peneliti memberikan 

penegasan judul dengan lebih menjelaskan kata kunci tentang judul yang 

diambil oleh peneliti, yaitu: Wali nikah di sini ialah Pengasuh pengantin 

perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan 



pengantin laki-laki.21 Wali yang dimaksud di sini ialah wali mujbir (orang tua 

kandung). Nikah di sini ialah nikahnya seseorang yang sudah mukallaf dan 

baligh serta berakal sehat, bukan anak yang masih kecil. Sedangkan Maqa>s}id 

Syari>’ah ialah Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum 

Islam.
22

 Dan Komparatif Dalam Kamus ilmiah populer, komparatif diartikan 

dengan berbandingan atau bersifat perbandingan.
23

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Untuk memudahkan alur pemahaman dalam proses pembahasan dari 

penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa terdapat perbedaan antara Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi‟i 

tentang hukum wali dalam pernikahan? 

2. Bagaimana hukum wali nikah menurut pandangan Mažhab Hanafi dan 

Mažhab Syafii dalam perspektif maqa>s}id syari>’ah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneiltian adalah salah satu faktor penting dalam suatu 

penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah peneiltian 

yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui alasan perbedaan pandangan Mažhab Hanafi dan Mažhab 

Syafi‟i tentang hukum wali dalam pernikahan berdasarkan istimbath mereka 

masing-masing. 
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2. Mengetahui perbandingan hukum wali nikah pandangan Mažhab Hanafi dan 

Mažhab Syafii menurut perspektif maqa>s}id syari>’ah. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharakan dapat memberikan manfaat atau 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

khususnya dalam bidang ilmu hukum islam serta memberikan 

sumbangsih pemikiran secara teoritis mengenai maqa>s}id syari>’ah dalam 

hal pernikahan. 

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin 

mengembangkan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi 

masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi mupun masyarakat pada 

umumnya mengenai tinjauan maqa>s}id syari>’ah perihal hukum perwalian 

dalam pernikahan, serta memberikan pemahaman terkait pula tentang 

pentingnya pemahaman terhadap hikmah al tasyri‟ dalam konsep perwalian 

sehingga lebih memahami hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan 

serta dalam analisis maqa>s}id syari>’ah dalam lintas perspektif. 

 

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Keberadaan penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting 

dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan, dari penelitian terdahulu inilah 



dapat diketahui orisinalitas penelitian serta letak persamaan dan perbedaan 

antara tema ataupun judul yang peneliti pilih dengan penelitian-penelitian yang 

sudah ada dalam tema yang sama. 

Pengulangan pembahasan maupun penelitian agar tidak terjadi dalam 

penelitian tesis saat ini maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang 

penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang wali nikah bagi. Oleh 

karena itu penulis melakukan penelusuran di berbagai perpustakaan digital. 

Untuk itu, peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu terkait 

dengan hubungan pernikahan dan hukum wali nikah, sebagai berikut: 

Uswatun Hasanah, “Hak Kewalian Seorang Janda atas Dirirnya (Studi 

fenomenologi pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Bandar 

Lampung atas seorang janda yang berumah tangga lebih dari satu tahun).
24

 

Dalam tesisnya, dijelaskan bahwa peneliti lebih memfokuskan diri terhadap 

sebab-sebab pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandar Lampung yang 

menyebabkan pembatalan pernikahan seorang janda yang telah berumah tangga 

lebih dari satu tahun dengan suami keduanya. Hasil dari penelitian itu terungkap 

bahwa yang menjadi sebab pembatalan pernikahan tersebut adalah adanya 

indikasi bahwa janda tersebut menikah karena adanya paksaan. 

Penelitian di atas menunjukan adanya persamaan dengan penelitian yang 

akan penulis teliti. Persamaan terdapat pada hak wali seorang janda, dengan kata 

lain bahwa seorang janda tidak perlu mencantumkan wali dalam rukun 

pernikahannya. Hal ini sama dengan yang akan penulis teliti yaitu status wali 

nikah yang tidak lagi menjadi rukun dalam pernikahan. Perbedaan dari 
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penelitian di atas dengan penelitian yang penulis akan teliti ialah terdapat pada 

fokus penelitian. Peneliti di atas fokus pada hak kewalian seorang janda dan 

memfokuskan diri terhadap sebab-sebab pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Bandar Lampung yang menyebabkan pembatalan pernikahan seorang 

janda yang telah berumah tangga lebih dari satu tahun dengan suami keduanya. 

Sedang pada penelitian yang akan penulis teliti ialah fokus pada pandangan 

Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafii tentang status wali pernikahan. 

Nur Salam, Studi atas Hadiš “La Nikaha Illa Biwaliyyin” (Analisis Ilmu 

Hadiš).
25

 Diterangkan bahwa berawal dari interptretasi terhadap hadiš ”La 

Nikaha Illa Biwaliyyin” di atas,memunculkan perbedaan pendapat dikalangan 

Ulama‟ Mažhab. Adapun fokus penelitian ini adalah pada tiga pokok kajian, 

yakni menyangkut validitas keshahihan hadiš dalam tinjauan ilmu hadiš, 

kemudian mengenai kandungan dan implikasi hukum dari pemahaman terhadap 

hadiš tersebut. 

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti terdapat 

persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada status wali dalam 

pernikahan yang merujuk pendapat Mažhab Syafii bahwa tidak bisa menikah 

tanpa adanya wali. Hal ini sama dengan penelitian penulis bahwa mengambil 

suatu pandangan Mažhab Syafii yang tidak membolehkan menikah tanpa 

adanya wali. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus 

hanya membahas analisis pandangan Mažhab Syafii berdasarkan hadis tentang 

larangan menikah tanpa adanya wali. Sedangkan penelitian yang akan penulis 
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teliti fokos pada dua pandangan Imam Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafii 

tentang wali nikah.   

Nanang Kurniawan, “Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudz 

Dan Siti Musdah Mulia”.
26

 Fokus dari penelitian ini adalah terdapat pada 

pendapat kedua tokoh tersebut tentang peran dan kedudukan wali dalam 

pernikahan. Sahal Mahfudz, berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam 

pernikahan. Hal ini mengacu kepada pendapat dari Ulama‟ klasik khususnya  

Imam Syafi‟i. Sedangkan menurut Musdah Mulia, wali bukanlah menjadi rukun 

dalam pernikahan. Hal ini didasarkan pada kondisi sosiologis saat ini yang 

beranggapan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah seimbang. 

Penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang akan penulis 

teliti. Persamaan terdapat pada sama-sama membahas tentang status wali dalam 

pernikahan. Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Peneilitian di atas 

mengacu pada pandangan Sahal Mahfudz dan Musda Mulia tentang wali nikah. 

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti fokus berdasarkan pandangan dua 

Mažhab yaitu Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafii tentang kedudukan wali dalam 

pernikahan. 

 

F. Metode Peneltian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, membutuhkan data-data deskriptif berupa 

data tertulis bukan angka. Data tertulis tersebut digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. 
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Sebagaiman dijelaskan dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis karya 

IAIN Metro, jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau 

macam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
27

 

Maka dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh 

Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum normatif yang diteliti 

hanya bahan pustaka atau data sekunder.
28

 Penelitian ini juga termasuk 

dalam jenis penelitian kepustakaan (Library Research), karena 

penelitian ini cara mengakses data penelitiannya diambil dari bahan-

bahan pustaka.
29

 

 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian normatif  ini, pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Hal ini 

dikarenakan dengan pendekatan konspetual, menurut Peter Mahmud
30

 

pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan 

menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut 

untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh 

pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin  hukum. Dalam 

penelitian ini, peneliti merujuk kepada pandangan Maz\hab Hanafi dan 

Maz\hab Syafi‟i tentang hukum wali dalam pernikahan. 
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Selanjutnya dengan pendekatan komparatif, peneliti mencoba 

untuk membandingkan Mažhab atau aliran agama, yang dalam hal ini 

sesuai dengan judul penelitian yang ingin membandingkan pendapat 

Maz\hab Hanafi dan Maz\hab Syafi‟i dalam hal hukum wali dalam 

pernikahan. 

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Adapun bahan hukum primer memakai sumber data dari kajian 

serta literatur yang terkait dengan pembahasan yang dalam hal ini 

mengacu pada kitab fiqih seperti:  

1) Al-UMM  karangan Al-Imam Asy-Syafi‟I RA.  

2) Kitab al-Bayan fi mazhab Imam Syafii. Karangan Abi Husain Yahya 

ibn Abi al-Khoir bin Salim. 

3) Kitab Hawi al-Kabir karangan Abi Hasan Ali bin Muhammad bin 

Habib Mawardi Bashra. 

4) Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi. Badai Sanai Fi Tartibi 

Syara‟i, cet.2. Beirut, Darul al-Ilmiah. 1986. 

5) Kitab (buku) Imam Hanafi: Al-Fiqh al-Hanafi Fi Tsaubat al-Jadidi 

Juz II. Damaskus : Dar al-Qolam, 2000. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sebagai pendukung dalam penelitian, terkait dengan buku yang 

berisi tentang penjelasan serta penafsiran tentang teks yang tedapat 



dalam bahan hukum primer untuk memperoleh suatu pemahaman yang 

untuh, antara lain:  

1) Ringkasan Kitab Al-Umm (2) edisi revisi /Imam Syafi‟i Abu 

Abdullah Muhammad bin Idris ; penerjemah Muhammad Yasir 

Abd. Muthalib; editor : Edy Fr, Titi Tartilah. 

2) Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitabnya “al-Muwaafaqat fi Ushul al-

Syari‟ah, juz 

3) Abd al- Wahab Khallaf, „Ilm Ushul al-Fiqh, cet. XI.. 

4) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah7 

5) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mažhab. 

6) Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi 

Hadiš Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, Buku I. 

7) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX. 

8) M. Faisol, Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr 

al-Muhith. 

9) Fazlur Rahman, Islam and Modernity; Transformation of an 

Intellectual Tradition. 

10) Mufidah, Ch, Isu-ISu Gender Kontemporer dalam Hukum 

Keluarga. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan 

sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi:
31
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Ensiklopedi Hukum Islam. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 

research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari 

berbagai literatur, dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.
32

 

Peneliti melakukan penelusuran untuk mengumpulkan data yang yang 

berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. 

Metode pengumpulan data dengan library research ini. Penulis 

melakukan penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai literatur dari 

kepustakaan mengenai fokus penelitian. Yaitu tentang fokus meneliti 

pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum wali dalam 

pernikahan. Kemudian pengumpulan data mengenai teori-teori maqa>s}id 

syari>’ah. 

 

 

4. Metode Analisis data 

a. Metode Deskriptif Kualitatif 

   Merupakan suatu penyajian data dengan cara membuat deskripsi-

deskripsi senyata mungkin  sesuai dengan tema yang diperoleh dari 

data hasil penelitian.
33

 Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan 

teori serta fokus pembahasan melalui bahan dari referensi yang peneliti 
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peroleh, sehingga ditemukan informasi yang lengkap terkait 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 

Peneliti dengan menggunakan metode ini akan menyajikan 

deskripsi mengenai fokus penelitian yaitu status hukum wali dalam 

pernikana menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii 

b. Metode Teknik Berpikir Deduktif 

Deduksi berasal dari bahasa Inggris duduction yang berarti 

penarikan kesimplan dari keadaan yang umum, menemukan yang 

khusus dari yang umum.
34

 

Deduksi adalah cara berfikir dimana dari pernyataan yang 

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan 

kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir 

yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah 

pernyataan dan sebuah kesimpulan.
35

 

Metode teknik berfikir deduktif ini digunakan dengan tujuan 

iaalah menarik suatu simpulan dari pandangan mazhab Hanafi dan 

mazhab Syafii mengenai status hukum wali dalam pernikahan. 

c. Metode Komparatif 

Metode komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang 

prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, 

terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga 

membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan 
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pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, 

peristiwa atau tahapan ide-ide.
36

 

Penggunaan metode komparatif dalama penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan. Di sini terdapat dua pandangan mazhab fiqih, 

yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Dari kedua pandangan 

mazhab tersebut mengenai status hukum wali dalam pernikahan. 

Penulis akan membandingan antara keduanya baik berupa 

pandangannya mengenai status hukum wali dalam pernikahan, dan juga 

argumentasi-argumentasi yang dipakai kedua mazhab tersebut. 

d. Metode Interpretasi 

Interpretasi melibatkan pengikatan makna dan signifikasi kepada 

analisis, penjelasan pola deskriptif, melihat pada hubungan dan 

keterkaitan di antara dimensi-dimensi deskriptif. Ketika proses ini 

sudah lengkap, peneliti harus melaporkan interpretasi dan 

kesimpulannya.
37

 

Metode interpretasi ini merupakan metode terakhir untuk 

menyimpulkan dari hasil penelitian. Setelah mengemukakan pandangan 

mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang status hukum wali dalam 

pernikahan. Akan muncul suatu simpulan mengenai penyebab 

terjadinya perbedaan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam 

menentukan status hukum wali dalam pernikahan. Kemudian akan 

muncul pula tujuan syariah atas dikemukakan pandangan kedua 

mazhab tersebut mengenai status hukum wali dalam pernikahan. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam Tesis ini, akan dibagi menjadi empat bab, yang kesemuanya 

merupakan satukesatuan yang saling berkaitan. Pada sub bab ini, akan 

diuraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Maka secara umum peneliti dapat menggambarkan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini akan dibahas tentang 

latar belakang masalah,  dan dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian. 

Selanjutkan tentang tujuan penelitian, dilanjutkan dengan kegunaan 

penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang akan digunakan juga dibahas 

di bab pendahuluan ini. Penelitian terdahulu yang relevan juga mendapat 

bagian pembahasan yang dilanjutkan dengan sistematika pembahasan 

sebagai gambaran tentang logika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II Maqa>s}id Syari>’ah. Pada bab ini, peneliti akan mencantumkan 

tentang maqa>s}id syari>’ah yang dalam pembahasannya mencakup pengertian 

maqa>s}id syari>’ah, dilanjutkan dengan tingkatan maqa>s}id syari>’ah, ide sentral 

maqa>s}id syari>’ah serta metode dalam memahami maqa>s}id syari>’ah. 

Kemudian dilanjutkan dengan hubungan antara maqa>s}id syari>’ah dengan 

mas}lahah dan konsep ta‟arud, serta teori tarjih. 

Bab III Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi‟i dan Pandangannya tentang 

Wali Pernikahan. Pada bab ini akan dibahas tentang konsep wali perspektif 

Mažhab Hanafi yang berisi tentang biografi singkat, perkembangan dan pola 

berfikir Mažhab Hanafi, dilanjutkan dengan konsep wali dalam kitab 

Mažhab Syafi‟i. 



Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini hasil penelitian 

dan pembahasan yang berisi tentang penyebab perbedaan Mažhab Hanafi 

dan Mažhab Syafi‟i tentang wali dalam pernikahan. Kemudian perbandingan 

pendapat Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi‟i tentang hukum wali dalam 

pernikahan. Dilanjutkan dengan Analisis tinjauan maqa>s}id syari>’ah. 

Terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Mažhab Hanafi 

dan Mažhab Syafi‟i dalam kajian Maslahah. 

Bab V Penutup. Pada bab merupakan bagian akhir atau intisari yang 

berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Adapun 

kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang peneliti 

bahas. Adapun saran merupakan usulan atau anjuran yang ditujukan kepada 

masyarakat pada umumnya yang pada akhirnya dapat memberikan motivasi 

terhadap penelitian di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MAQA<S}ID SYARI<’AH  

 

A. Teori-Teori Awal Maqa>s}id 

Teori dan klasifikasi maqa>s}id mulai berkembang setelah era sahabat,. Tetapi, 

maqa>s}id sebagimana yang kita kenal saat ini tidak berkembang dengan jelas 

hingga masa para ahli usul fiqih belakangan, yaitu pada abad ke-5 hingga 8 H. 

Tetapi maqa>s}id sendiri belum mejadi subyek (topik) karya ilmiah tersendiri atau 

menjadi perhatian khusus hingga akhir abad ke-3 H. Kemudian, perkembangan 

teori ‘tingkatan keniscayaan’ oleh Imam al-Juwaini (w. 478 H/1085 M)terjadi 

lebih lama lagi, yaitu pada abad ke-5 H. Berikut ini adalah usaha melacak 

konsepsi-konsepsi maqa>s}id awal antara abad ke-3 dan 5 H.
38

 

1. Al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/908 M) mendedisikan karya terkenal pertama 

bagi topik maqa>s}id, di mana terma maqa>s}id digunakan sebagai judul buku al-

salah wa maqa>s}iduha (shalat dan maqa>s}idnya). Buku ini berisi sekumpulan 

hikmah dan rahasia spritual di balik setiap gerakan shalat, dengan 

kecenderungan sufi. Contohnya adalah menegaskan ketundukan sebagai 

maqa>s}id dibalik pengagungan kepada Allah Swt melalui setiap gerakan dalam 

shalat; mencapai kesadaran sebagai maqa>s}id di balik memuji kepada Allah 

Swt; memfokuskan shalatseorang sebagai maqa>s}id di balik menghadap 

ka’bah, dan seterusnya. Al-Tirmizi al-Hakim juha menulis buku serupa 

tentang Haji berjudul al-hajj wa Asraruh (haji dan rahasia-rahasinya). 
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2. Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H/933 M) mengemukakan karya terkenal pertama 

tentang maqa>s}id muamalah, al-ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah (penjelasan tujuan-

tujuan di balik praktik-praktik ibadah), di mana dia menelaah maqa>s}id di balik 

hukum-hukum yuridis Islam. Al-Balkhi juga menulis sebuah  buku khusus 

tentang kemaslahatan berjudul mas}alih al-Abdan wa al-anfus (kemaslahatan-

kemaslahatan raga dan jiwa); dia menjelaskan bagaimana praktik dan hukum 

Islam berkontribusi terhadap kesehatan, baik dan fisik maupun mental.
39

 

3. Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) menulis manuskrup terkuno yang 

ditemukan di Dar al-Kutub (balai kitab-kitab) Mesir terkait topik maqa>s}id, 

mahasin al-Syara’i (keindahan-keindahan hukum syariah). Setelah 

pendahuluan 20 halaman, al-Qaffal melanjtkan dengan mambagi bukunya 

sesuai dengan bab-bab kitab fikih tradisional (dari bab Tahara, Wudu, Shalat, 

dll). Dia menyebutkan masing-masing hukum secara singkat dan 

mengelaborasi maqa>s}id dan hikmah di baliknya. Manuskrip ini tergolong jelas 

dan memuat 400 halaman. Halaman terakhir menyebutkan tanggal 

penyelesaian buku tersebut, yaitu 11 Rabi’ul awa; 358 H (7 Februari 969 M). 

Ulasan-ulasan tentang hukum fiqih disajikan secara ekstensif, sekalipun 

secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa memperkenalkan 

teori umum apa pun tentang maqa>s}id.  

    

B. Pengertian Maqa>s}id Syari>’ah 
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Ditinjau dari segi bahasa, kata maqâs}id merupakan jama‟ dari kata qas}dun 

yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang dimaksud.
40

 Secara akar 

bahasa maqâs}id berasal dari kata qas}ada, yaqs}idu, qas}dan, qas}idun, yang berarti 

keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.
41

 Dalam kamus Arab-

Indonesia
42

, kata maqâs}id diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada 

(qas}ada ilaihi). 

Kata syari‟ah adalah mas}dar dari kata syar‟ )شرع( yang berarti sesuatu 

yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari‟ah adalah tempat 

yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.
43

 Selain itu juga berasal 

dari akar kata syara‟a, yasyri‟u, syar‟an yang berarti memulai pelaksanaan suatu 

pekerjaan.
44

 Kemudian  Abdur Rahman
45

  mengartikan syari‟ah sebagai jalan yang 

harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air. 

 

Al-Syatibi
46

 mengartikan syari‟ah sebagai hukum-hukum Allah yang 

mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-

perkataan maupun i‟tiqad-i‟tiqad-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya. 

Menggabungkan kedua kata di atas, maqâs}id dan syari‟ah, serta 

mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqâs}id syari‟ah dapat 

didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. 
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Menurut istilah, maqas}id syari‟ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-

Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan 

dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk 

menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang 

maqas}id syari‟ah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni 

kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.
47

 

Maqas}id  Syari‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan 

hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang 

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
48

 Dengan demikian, semakin 

jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, maqâs}id syari‟ah erat kaitannya 

dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum 

yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 

 

C. Maqa>s}id dalam Ijtihad Para Sahabat. 

Sejarah ide tentang maksud atau tujuan tertentu yang mendasari perintah al-

Quran dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabt Nabi Muhammad Saw. 

Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satunya contoh 

populer adalah hadis\ bersilsilah rawi banyak (mutawatir) tentang shalat ‘asar di 

Bani Quraizah’, dimana Nabi Muhammad Saw. Mengirim beberapa sahabat ke 

Bani Quraizah, dan memerintahkan mereka shalat Ashar di sana. Batas waktu 

shalat ashar hampir habis sebelum para sahabat tersebut tiba di Bani Quraizah. 

Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua sahabat yang berbeda: pendapat 
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pertama bersikukuh shalat ashar di tempat apa pun yang terjadi, sedangkan 

pendapat kedua bersikukuh salat ashar di perjalanan (sebelum waktu shalat ashar 

habis). Rasionalisasi di balik pendapat pertama adalah bahwa perintah Nabi 

Muhammad itu secra tekstual meinta setiap orang untuk shalat di Bani Quraizah, 

sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah ‚maksud/tujuan‛ perintah Nabi 

adalah meminta para sahabat bergegas ke Bani Quraizah, bukan ‚bermaksud‛ 

menunda shalat ashar hingga habis waku shalat.
49

 

Kejadian lain yang menunjukkan konsekuensi lebih serius dari penerapan 

pendekatan ‘berbasis maqas}id’ terhadap perintah Nabi Muhammas Saw. Terjadi 

pada masa Khalifah Umar bin Khattab R.A. status ‘Umar dalam Islam serta 

konsultasinya yang terus menerus dan lurus dengan sejumlah besar para sahabat, 

membuat pendapat-pedapatnya memiliki signifikasi hukum. Dalam insiden ini 

para sahabat meminta Umar mendistribusikan tanah-tanah yang baru ditaklukkan 

kaum muslimin di Mesir dan Irak kepada sebagai bagian dari harta rampasan 

perang (ganimah). Argumumen mereka berdasarkan didasaran pada ayat-ayat al-

Qaran yangsecara jelas membolehkan para tentara mujtahid memperoleh 

ghanimah mereka. Umar menolak membagi seluruh kota dan daerah kepada para 

sahabat dengan mengacu pada ayat lain yang memakai ungkapan lebih umum, 

yang menyatakan bahwa Allah Swt memiliki ‘maksud’ agar ‘tidak menjadikan 

orang mendominasi harta kekayaan’.
50

   

  

D. Prinsip Lima (الاصول الخمسة) dalam Maqa>s}id Syari>’ah  
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1.      Memelihara agama (حفظ الدين) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas 

agama dan mažhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju 

agama atau mažhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari 

keyakinannya untuk masuk Islam.
51

 Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT; 

                   

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 256).
52

 

                   

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi 

orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus: 99).
53

 

 

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah 

kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam.Sesungguhnya dalil 

dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh 

dipaksa untuk masuk agama Islam”
54

. 

Asbab al-Nuzul ayat ini yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang 

menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedikit keturunannya, dia 

bersumpah kepada dirinya, bahwa bila ia dikaruniai anak, dia akan 

menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal ini dilakukan oleh para wanita dari 

kaum Anshar pada masa jahiliyyah), lalu ketika muncul bani Nadzir, diantara 

mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka 
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berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan 

membiarkan anak-anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan 

ayat ini.
55

 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). 

Meski ada usaha memaksa dari pihak orangtua yang menjaga anak-anak 

mereka agar tidak mengikuti musuk yang memerangi mereka, yang berbeda 

agama dan berbeda kaum, dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-

anak atau keturunan mereka, yahudi adalah minoritas. Dan meski arus fanatik 

dan penindasan kepada orang yang berbeda mažhab mendominasi dunia saat itu, 

terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam mažhab pemerintahan 

Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya, antara masuk kristen atau 

dibunuh), akan tetapi ketika mažhab al-Malkani kuat, penyembeihan dilakukan 

atas prang-orang nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak 

mau masuk dan mengikuti agamanya.
56

 

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang 

menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. Agama itu merupakan 

hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua 

cara, pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas 

keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih 

sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat.
57

 

Oleh karena itu ditemukan dalam al-Qur‟an suruhan Allah untuk 

mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu manfa‟atin, 

diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 15; 
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Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya 

pada kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya.
58

 

Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang 

menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka dhaf‟u 

madharratin.Allah menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama, 

Firman Allah surat at-Taubah ayat 29; 

                   

Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak 

percaya pada hari akhir.
59

 

Sedangkan terhadap orang-orang yang mengganti agamanya (murtad), 

Allah mengancam pada surat al-Baqarah ayat 217; 

                         

             

Barang siapa diantara kamu menggati agamanya dia sudah kafir maka 

tertutuplah amalannya di dunia dan di akhirat.
60

  Siksa bagi orang yang 

murtad adalah hukum bunuh (ketika didunia), dan langgeng di neraka (ketika 

di akhirat).
61
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2.      Memelihara jiwa ( سفحفظ انن ) 

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di 

dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan 

ditingkatkan kualitasnya dalam rangka Jalbu manfa‟atin.
62

 Dasarnya terdapat pada 

surat at-Tahrim ayat 6; 

                             

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
63

 

Contoh larangan-larangan syariat dalam rangka menjaga jiwa, diantaranya; 

a.       Larangan merusak dirinya sendiri, 

b.      Larangan pembunuhan 

c.       Larangan Aborsi 

 

3.      Memelihara Akal (حفظ انعقم) 

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena 

akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah lainnya. Akal 

juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan 

media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar 

Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di 

muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan 

makhluk lannya.Jika dilihat dari sisi Jalbu manfa‟ah (baik), salah satunya adalah 

menuntut ilmu atau belajar. 

Yang berbunyi; 
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ََُيرَْفَعَِ ََََاللّ  ِي أَالَّ  ُِ ٌَ ًََْآ ِْكُ ٌِ َََ ي ِ أَوَالَّ  وثُ
ُ
ًَََأ  دَرجََاتٍََاىعِْيْ

Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang berilmu beberapa derajad. (QS. Al-Mujadilah:11).
64

 

Yang sabda Nabi   طهة انعهى يٍ انًيذ انى انهيذا (tuntutlah ilmu dari ayunan 

sampai liang kubur).
65

 

Sedangkan jika dilihat dari sisi daf‟u mad}arrah, Allah melarang segala 

usaha yang menyebabkan kerusukan dan menurunnya fungsi akal, seperti;  

meminum-minuman yang memabukkan. 

                          

               

…. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, dan bertenung adalah 

suatu yang keji dari perbuatan setan, oleh karena itu, jauhilah….. (QS. Al-

Maaidah: 90).
66

 

Adapun ancaman didunia terhadap minum khamr itu di tetapkan melalui 

Hadist Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian di tambah oleh Umar menjadi 80 kali 

dera.
67

 

 
 
 
 
 

4.      Memelihara Keturunan (حفظ اننسم) 
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Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, 

yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun 

yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia 

dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang 

dihasilkan melalui perkawinan yang sah.Perintah Allah dalam rangka Jalbu 

manfa‟at yakni melakukan perkawinan.
68

 

              …..    

…..kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-

orang baik diantara hamba-hambamu….. (QS. An-Nuur: 32).
69

 

Diperluas dengan sabda Nabi SAW diantaranya adalah hadist Abdullah bin 

Masud, muntafaqun alaih: 

 70جوَ تَََيََيَْفََةاءََالًََََْْكٌََََُِِْاعََطََجََاشٌَََََََْْابَِبََالش ََشَََعٌََََْايََ 

 “Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu mempunyai kemampuan 

untuk kawin laksanakan”. Dalam hadis lain dari Anas diriwayatkan oleh Ahmad 

Ibnu Ibrahim,  Nabi bersabda: 

أ َٔدُودَََثزََو جُ ْ دَََٔال ُ ل ُٔ ْ ََال ًٌََُُكَخرََُِفَاءِنّ  ًَََبكُِ مَ
ُ ِْ  71َا

(Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. 

Saya bangga di akhirat dengan mempunyai banyak umat).
72

 

Dalam rangka menjaga keturuan, diantaranya; 
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a. Anjuran untuk menikah  

Sebagaimana terdapat dalam hadis NAbi dari Anas menurut riwayat 

Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang (انتثتم). 

 

b. Dilarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina) 

                        

……jangnlah kamu berzina karena zina adalah perbuatan keji dan 

merupakan langkah yang buruk. (QS. Al-Israa: 32).
73

 

 

5.      Memelihara Harta (حفظ انًال) 

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa 

harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu 

manfa‟at yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta 

tersebut dengan cara berusaha.
74

 

                          

…..bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah diatas muka bumi 

dan carilah rezeki Allah. (QS. Al-Jumu‟ah:10).
75

 

Sebaliknya dalam rangka memelihara harta, Allah melarang: 

a.       Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak. 

b.     Bersodaqoh dari hasil mencuri 

c.       Melebihkan takaran ketika transaksi jual-beli 

d.      Penimbunan dan monopoli barang dagang 
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e.       Penipuan  

f.       memakan harta anak yatim 

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan 

terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala 

bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah 

satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah 

madlarat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan atau dapatmenyelamatkan 

atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau mas}lahah. Itulah 

sebabnya secara sederhana maslahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mad}arat.76
 

Lima hal diatas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima maqâs}id syari‟ah. 

Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima yang disebutkan 

diatas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa, untuk 

ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. 

Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan 

agama.
77

 

 

 

E. Tingkatan Maqa>s}id Syari>’ah 

Al Syatibi membagi maqa>s}id syari>’ah menjadi tiga kategori. Pembagian ini 

berdasarkan peran dan fungsi suatu mas}lahah terhadap keberlangsungan kehidupan 

makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain : 
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1. D}aruriyyat 

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. 

Sehingga dalam kebutuhan d}aruriyyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka 

akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.
78

 

Maqâs}id D}aruriyyat meliputi Hifz} Ad-Din (Memelihara Agama), Hifz} An-

Nafs (Memelihara Jiwa), Hifz} Al-‟Aql (Memelihara Akal), Hifz} An-Nasb 

(Memelihara Keturunan), Hifz} Al-Mâl (Memelihara Harta). 

Syari‟at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan 

meneliti nash yang ada dalam Al-Qur‟an, maka akan diketahui alasan 

disyari‟atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT Surat 

al-Baqarah ayat 193. Dalam mewajibkan jihad : 

                     

         

Artinya :Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 

(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika 

mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada 

permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. 

(Q.S. Al-Baqarah: 193).
79

 

 

Dan Firman –Nya dalam mewajibkan qishash dalam surat al-Baqarah ayat 

179 : 

                     

                                                             
78

 A. Djazuli, ‚Fiqh Siyasah‛, (Bandung : Prenada Media, 2003), h. 397. 
79

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 47. 



Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa.
80

 

 

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah 

untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat 

manusia untuk menyembah Allah.Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa 

mengapa disyariatkannya qis}as} karena dengan ancaman terhadap kehidupan 

manusia dapat dihilangkan.
81

 

 

2. Hajiyyat 

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan 

ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami 

kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum 

rukhs}ah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, 

sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
82

 

Menurut Abdul Wahab
83

, dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan 

beberapa hukum rukhs}ah (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan 

dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak 

berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti 

pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. 

Kebolehan meng-qas}ar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat 

ini. 
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Dalam lapangan mu‟amalat disyariatkan banyak macam kontark (akad), 

serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan), dan mud}arabah 

(berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa 

hukum rukhs}ah dalam mu‟amalat. 

Dalam lapangan „uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman 

diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong 

tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya 

dari kelaparan.Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam 

adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur‟an juga. Misalnya ayat 6 Surat 

al-Maidah :
84

 

....              ...      

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
85

 

 

 

Dan ayat 78 Surat al-Hajj : 

  ....         .....      

Artinya :Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan.
86
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Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyat adalah untuk 

menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam 

kehidupan. 

 

3. Tahsiniyyat 

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa 

kebutuhan pelengkap. 

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan 

tidak menimbulkan kesulitan.
87

 Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 

pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan 

menurut adat istiadat, menghindarkan hal-halyang tidak enak dipandang mata, dan 

berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. 

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu‟amalat, dan „uqubat, 

Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan 

tahsiniyat.
88

 Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab Khalaf
89

, umpamanya 

Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan 

maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak 

ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. 

Dalam lapangan mu‟amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, 

monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang „uqubat Islam mengharamkan membunuh 

anak-anak dalam peperangan dankaum wanita, melarang melakukan muslah 

(menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam 
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melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan 

memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.
90

 

Tujuan syari‟at mengenai tahsiniyat, Misalnya termaktub dalam Surat al-

Maidah ayat 6 : 

                             

Artinya: Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
91

 

 

F. Metode Dalam Memahami Maqa>s}id Syari>’ah 

1. Mempertimbangkan makna z}ahir lafaz 

Makna z}ahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam 

lafaz}-lafaz nas}s} keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui 

maqâs}id syari‟ah.
92

 Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari 

suatu asumsi bahwa maqâs}id syari‟ah adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat 

diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk z}ahir lafaz} yang jelas. 

Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan 

dengan kehendak bahasa.
93

 

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nas}s} tidak boleh dipalingkan 

(ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat 

syari‟at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.
94
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Metode ini dipelopori oleh Dawud al-D{ahiri, seorang pendiri dari aliran al-

d}ahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus 

didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks-teks keagamaan. 

Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir  teks-teks syari‟at kepada makna 

majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.
95

 

 

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran 

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam.Makna 

batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui maqâs}id syari‟ah adalah 

berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqâs}id syari‟ah bukan dalam bentuk dhahir dan 

bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh d}ahir lafaz\ nas}s}-

nas}s} syari‟at Islam.
96

 

Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai 

kelompok al-Batiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan 

Islam. 

 

3. Menggabungkan makna z}ahir, makna batin dan penalaran 

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu 

metode untuk mengetahui maq maqâs}id syari‟ah dengan menggabungkan dua 

metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. 

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode 

konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan 

makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek 

yang menyangkut upaya dalam memahami maqâs}id syari‟ah, yakni analisis 
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terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan „illah perintah dan „illah 

larangan, analisis terhadap sikap diam Syari‟ dan penetapan hukum sesuatu dan 

analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabi‟ah dari semua hukum yang telah 

ditetapkan Syari‟.
97

 

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami maqâs}id 

syari‟ah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk 

kalangan NU dan Muhammadiyah.
98

 Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini 

diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat mažhab.
99

 

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan 

kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan 

kontekstual) dalam upaya memahami maqâs}id syari‟ah. 

 

G. Ide Sentral Maqa>s}id Syari>’ah  

Memahami maqa>s}id syari>’ah yakni memahami ide sentral dari aturan syari‟ah 

yang dikehendaki Allah, adalah salah satu hal yang sangat urgen dalam prosedur 

istinbat, ide sentral tersebut ada tiga macam, yaitu:
100

  

1. Maqâs}id  al-khas}s}ah atau „illah dalam bab qiyas, yakni ide sentral yang bersifat riil 

(s|abit), jelas maksudnya (z\ahir), memiliki batasan yang jelas (mudabit), serta tidak 

dapat berubah kapan dan dimanapun (muttarid), seperti sifat “dapat memabukkan” 

dalam keharaman khamr.  
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2. Maqâs}id qaribah atau maqâs}id al-juz‟iyah,
101

 yakni ide sentral yang hanya 

memperhatikan penjagaan kelestarian agama, jiwa, akal, keturuan serta harta, 

seperti tujuan “menjaga akal” dari keharaman khamr, narkoba dan jenis makanan 

lainnya yang membahayakan akal. 

3. Maqâs}id „aliyah atau maqâs}id al-„ammah, yakni ide sentral secara umum, seperti 

menegakkan prinsip keadilan, kemaslahatan serta menolak kerusakan baik di dunia 

maupun akhirat. Maqâs}id ini  mutlak terdapat pada semua ketentuan syariah baik 

yang mampu dicerna secara rasional (ta‟aqquli), maupun yang tidak (ta‟abbudi). 

    

H. Syarat Penggunaan Pendekatan Maqa>s}id Syari>’ah 

Tidak setiap yang diduga sebagai maqâs}id itu dapat diterima untuk 

memutuskan hukum, meskipun disinyalir ada nilai kemaslahatan di dalamnya 

karena letaknya yang tersembunyi menjadikan ia bersifat relatif-subyektif yang 

rentan hanya didasarkan pada rasio akal manusia, sehingga perlu adanya syarat 

dalam penetapan maqâs}id syari>‘ah.
102

 Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah 

harus nyata, jelas, terukur, dan dapat berlaku selamanya:
103

 

1. Nyata (Thubu>t), yakni maqâs}id tersebut adalah sifat yang benar-benar ada atau 

diduga kuat ada. 

2. Z}uhu>r, yakni sudah jelas tanpa diperdebatkan pemahamannya seperti tujuan 

h}ifz}} al-nasb terhadap disyariatkanya nikah. Tujuan ini jelas dan tidak ada 

konsep lain selain nikah. Sifat yang tidak jelas seperti perasaan ‚ridlo‛ karena 
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perbuatan hati sehigga tidak bisa ditetapkan sebagai maqâs}id dalam jual-beli, 

kemudian shara’ menetapkan adanya ijab-kabul sebagai petunjuk ‚ridlo‛ 

tersebut. 

3. Ind}iba>t}, yakni memiliki batasan yang jelas, tepat dan akurat. 

4. Dapat berlaku selamanya (it}t}ira>d) sehingga tidak berubah dalam situasi dan 

kondisi yang berbeda. 

Ketika suatu sifat telah sesuai dengan keempat ketentuan di atas, maka itu 

adalah maqâs}id al-syari>‘ah, seperti ‚pergi‛ sebagai sifat untuk diperbolehkanya qas}r 

salat karena memiliki batasan jarak yang terukur (yakni 86 KM) dan tidak akan 

berubah kapan dan dimanapun, tidak seperti mashaqqah (kesulitan) yang tidak bisa 

diukur batasanya. 

Beberapa ulama seperti al-Ghaza>li>> dalam bukunya Shifa>’ al-Ghali>l dan al-Ra>zi> 

dalam al-Mah}s}u>l menyebut maqa>s}id syari>‘ah ini dengan nama ‚h}ikmah‛, yakni tujuan 

ditetapkannya hukum untuk menarik kemaslahatan serta menolak kerusakan,
104

 seperti 

hikmah dibalik keharaman khamr untuk menolak bahaya (d}arar) pada akal manusia. 

Meski demikian, terkadang sulit mengukur batasan mas}lah}ah dalam h}ikmah ini (ghayr 

z}a>hir wa mund}abit}), karena akan berbeda ketika dirasakan oleh setiap orang. Oleh 

sebab itu, ada tiga pendapat tentang h}ikmah ini:
105

 

1. Bisa dijadikan dasar alasan hukum (‘illat al-hukm) secara mutlak. Pendapat ini 

diperkuat oleh al-Ra>zi>, Baid{a>wi>, dan Ibn al-H{a>jib. 

2. Tidak bisa menjadi ‘illah secara mutlak menurut jumhu>r us}u>liyyin. 
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3. Diperinci, yakni apabila h}ikmah tersebut jelas dan bisa dibatasi (z}a>hir wa 

mund}abit}), maka bisa dijadikan illat dan sebaliknya, seperti mashaqqah yang tidak 

dijadikan ‘illah dalam rukhs}ah salat karena tidak z}a>hir wa mund}abit sebab di 

rumah pun mashaqqah ini bisa dialami. Pendapat ketiga inilah yang dipilih al-

A<midi sendiri. 

Beberapa aturan ini sangat perlu diperhatikan agar tidak sampai melampaui 

batas atau menyalahgunakan maqâs}id syari>‘ah, sebagimana memahami tujuan salat 

karena untuk mengingat tuhan, sehingga asal sudah mengingat Allah berarti sudah 

salat. Sedangkan contoh penyalahgunaan maqâs}id syari>‘ah seperti anggapan sebagian 

orang bahwa kemakruhan kencing dalam genangan air yang tidak mengalir itu ketika 

dilakukan secara langsung, dan jika dalam botol lalu dituangkan pada air tersebut 

maka tidak dilarang. Padahal tujuan sebenarnya adalah agar air tersebut tidak 

menjadi najis akibat air kencing.
106

 

Berdasarkan pemaparan di atas secara garis besar masih terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan pakar us}u>l tentang syarat pemakaian h}ikmah atau maqâs}id al-

syari>‘ah sebagai pendekatan dalan ist}inba>t} hukum. 

 

I. Antara Maqa>s}id Syari>’ah dan Al-Mas}lalah Sebagai Pertimbangan Hukum 

Al-Syatibi mengartikan mas}lahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi 

terjadinya mas}lahah dalam kenyataan dan dari segi ketergantungannya tuntunan syara‟ 

kepada mas}lahah. 

Dari segi terjadinya mas}lahah dalam kenyataan berarti: 
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امََِالْاِنصَْانََِخَيَاتََِريَِامََِالَََِيرَجِْعٌََُا ٍَ ََِّوَتَ ََِّعَيشَْجِ ََِّوَجَبْيِ اتَلْجَضِيْ ََُّاوٌََََْ َََٔصَافُ ْٓ َُّالش  َاتيِ 
ََوَاىعَْلْييِ ةَِ ََالْاِثلَْقََِعَََ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna 

hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara 

mutlak. 

Dari segi tergantungnya tuntunan syara‟ kepada mas}lahah, yaitu kemaslahatan 

yang merupakan tujuan dari penetapan dari penetapan hukum syara‟. Untuk 

mnghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
107

 Mas}lahah dan maqâs}id 

syariah  dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan 

pengembangan hukum Islam. Mas}lahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik 

dan dapat diterima akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal 

dapat mengatahuai dengan jelas kemaslahatan tersebut. 

 Dalam bukunya al-i’tis}am, al-Syatibi memberikan penjelasan tentang 

kedudukan mas}lahah yang terkandung dalam suatu masalah baru dilihat dari 

kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

penetapan hukum. Dilihat dari sini, mas}lahah yang sejalan tersebut dibagi menjadi 

tiga.
108

 Pertama, mas}lahah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena 

didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara‟. Para ulama membernarkan 

mas}lahah seperti ini. Dengan kata lain, mas}lahah kategori pertama ini diterima karena 

penunjukannya didasarkan pada dalil syara‟. Contoh untuk menjaga keselamatan jiwa 

dan raga manusia. Kedua, mas}lahah yang dikandung dalam masalah baru tersebut 

didasarkan pada pemikiran subyektif manusia tetapi ditolak syara‟. Ditolaknya 

mas}lahah ini karena mas}lahah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Mas}lahah 
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seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat 

dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Ketiga, mas}lahah yang ditemukan 

dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi 

juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. 

 Tujuan syari‟ah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. 

Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan tidak ada satu pun hukum Allah swt yang 

tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan 

membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.
109

 Kemaslahatan, dalam hal ini 

diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan 

penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas 

emosional dan intelektual, dalam pengertian yang mutlak.
110

 

 Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat 

dan mafsadastnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan 

pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Tuntunan 

kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori 

tingkatan kebutuhan yaitu: d}aruriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan skunder), 

dan tahsiniyat (kebutuhan tertier).
111

 

1. Kehendak Tuhan dan Kepentingan Manusia 

Kata Islam bermakna “pasrah” atau “ketundukan tanpa syarat” kepada 

kemauan Allah. Di dalamnya terkandung makna kesediaan untuk mengetahui 

dengan pasti apa yang dikehendaki-Nya agar dilakukan hamba-Nya. Ketundukan 

demikian mesti tegak baik dalam dimensi pribadi maupun kolektif. Tanpa syarat 
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artinya pengakuan yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan, kompromi 

maupun langkah surut ketika perintah-perintah ini bertubrukan dengan segala klaim 

atau tuntunan dari sumber lain manapun. Kehendak Allah itulah yang menentukan 

nilai dan tujuan tertinggi dari kehidupan manusia. Hukum adalah sistem ketuhanan 

dari perintah-perintah Allah.
112

 

Dalam tradisi pemikiran hukum islam, sebuah produk pemikiran merupakan 

rajutan dari dua komponen, wahyu dan akal. Keduanya adalah dua hakikat yang 

berbeda, namun sulit ditetapkan batasan-batasan wilayahnya secara tegas. Tak 

berbeda dengan syari‟ah dan fiqh. Keduanya juga merupakan dua hakikat yang 

berbeda, namun sulit menarik garis pembeda yang tajam diantara keduanya, karena 

pada umumnya keduanya bisa dipergunakan dengan cara yang dapat dipertukarkan 

satu sama lain. Istilah syari‟ah islam bisa menunjuk keseluruhan ajaran islam, 

tetapi belakangan cenderung terbatas hanya untuk menunjuk bidang hukum. Istilah 

fiqih pada awal-awal lahirnya islam juga menunjuk pengertian komprehensif yang 

mencakup bidang yang luas, yaitu bidang-bidang agam yang mana saja yang 

memerlukan pertimbangan pribadi dan kecerdasan, bahkan soal-soal tasawuf 

sekalipun. Namun akhir-akhir ini, istilah fiqih menyempit hanya meliputi bidang 

hukum saja sejalan dengan spesialisasi bidang-bidang kajian islam. Namun 

demikian dapat dipastikan bahwa syari‟ah lebih kuat mengingatkan kepada wahyu, 

sedang fiqih lebih menonjolkan ciri intelektualitas. Oleh karena itu, wahyu dan 

intelektualitas merupakan dua kata kunci dalam hukum islam.
113

 

 

J. Teori Ta’arud 
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Dalam kajian us}ul al-fiqh, konsep untuk memelih dalil yang lebih unggul 

disebut dengan tarjih. Adanya konsep tarjih ini bermula dari adanya ta‟arud atau 

perbedaan mujtahid dalam menentukan dalil hukum. Ada empat langkah solusi menurut 

mayoritas ulama us}ul untuk menyelesaikan ta‟arud:
114

 

1.  Jam‟, yakni mengkompromikan kedua dalil yang ta‟arud dengan mengamalkan 

pada obyek masing-masing, jika tidak bisa, maka: 

2. Tarjih, yakni memilih satu dalil yang diduga lebih unggul, dengan ketentuan dan 

cara-cara tertentu. 

3. Nas}kh, yakni perevisian dalil, dengan ketentuan dalil yang lebih unggul dulu terbit 

akan direvisi oleh yang baru. Jika kedua dalil tersebit tidak diketahui waktu 

turunnya, maka melakukan tawwaquf. 

4. Tawwaquf atau tasaqut, yakni berhenti dan menangguhkan penelitian hingga 

ditemukan kejelasan hukumnya. 

 

K. Konsep Tarjih 

Konsep tarjih akibat ta‟arud antar sesama dalil manqul akan dijelaskan di 

bawah ini, di antaranya:
115

 

1. Dari Segi Sanad: 

a)  Mendahulukan nas}s} yang baru. 

b)  Mendahulukan yang dukungan  dari dalil lain. 

c)  Mengunggulkan nas}s} yang banyak ra>wi. 
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d) Di tarji>h sebab tingginya sanad dengan melihat sisi keahlian ra>wi terhadap apa 

yang diriwayatkan, bahasa, dsb. 

e) Tarji>h berdasarkan kewira‟ian ra>wi, kekuatan daya ingatnya, keadilannya, tidak 

bid‟ah, diakui sebagai ra>wi, mengamlkan dan hafal hadisnya. 

f)  Menyebutkan sebab khabar. 

g)  Tarji>h sanad diterima dengan mendengar secara langsung dari pada diijazahkan. 

h)  Mendahulukan sanad dari khulaf a> al-Ra>sidi>n. 

i)  Mendahulukan sanad  dari pria pada selain hukum kewanitaan. 

j) Mendahuukan ra>wi yang baru masuk Islam/berteman dengan Nabi, sudah baligh 

dan tidak penipu, tidak punya dua nama, ikut berperan dalam hadis 

k)  Mendahulukan riwayat secara lafad.
116

 

 

2. Dari Segi Matan 

a) Mendahulukan ayat madan>i. 

b) Memilih matan hadis yang diriwayatkan saikha>ni>. 

c) Mendahulukan ucapan, lalu perbuatan lalu ketetapan Nabi. 

d) Memilih matan yang berlogat qurasy dan fasi>h. 

e) Mendahulukan yang mengagungkan Nabi. 

f) Mendahulukan yang memuat ancaman atau taukid. 

g) Mendakukan dalil kha>s} dan muqayyad. 

h) Mendahulukan yang „a>m yang memiliki kata syarat dari pada nakirah. 

i) Mendahulukan mant}u>q dari pada mafhu>m. 

j) Mendahulukan mant}u>q iqtid}a>’, is}ara>h, ijma‟. 

k) Mendahulukan mafhu>m muwa>faqah dari mukha>lafah. 

l) Mendahulukan muhkam, lalu mubayyan, lalu nas}s} lalu z}a>hir. 

 

3. Dari segi Makna 

a) Mendahulukan na>qil dari as}l. 

b) Mendahulukan hukum wad}‟i dari pada hukum taklifi. 

c) Hukum takhlif  secara tertib mendahulukan haram, wajib, makruh, sunnah, lalu 

mubah. 
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d) Mendahulukan dalil ma’qu>l dari pada ta‟abuddi. 

 

4. Dari Aspek Lain 

a) Mendahulukan dalil yang cocok dengan dalil lain, atau dengan dalil mursal, 

prilaku sahabt, ahli madinah atau mayoritas ulama. 

b) Mendahulukan yang menyebutkan sahabt yang pakar dalam fan dalil tersebut, 

seperti Zaid dalam fan fara>id. 

c) Mendahulkan ijma>‟ dari nas}s} 

d) Mendahulukan ijma>‟ sahabt dari yang lainnya. 

e) Mendahulukan ijma>‟ yang tidak diawali perdebatan.
117
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BAB III 

METODE ISTINBAT DAN WALI NIKAH  

DALAM PANDANGAN MAZ\\|HAB HANAFI DAN MAZ|\\HAB SYAFI’I 

 

 

A. Mažhab Hanafi 

Abu> Hani>fah Nu’ma >n ibn S|a>bit (w. 767), pendiri mazhab Hanafi, lahir di Kufa, 

di mana ia belajar yurisprudensi bersama Ibrahim al-Nakha’i dan Hammad ibn Abu 

Sulayman. Ia menyampaikan  kuliahnya kepada sekelompok kecil murid yang 

kemudian mengompilasi dan mengelaborasi ajaran-ajarannya. Abu Hanifah tidak 

meninggalkan karya apa pun kecuali jilid kecil tentang dogma, al-Fiqh al-Akbar 

(pemahaman lebih besar). Ajarannya didokumentasikan dan dikompilasi terutama oleh 

dua pengikutnya, Abu Yusuf dan Al-Syaybani. Mazhab Hanafi disukai oleh dinasti 

Abbasiyah yang berkuasa ketika itu. Abu Yusuf yang kemudian menjadi hakim 

tertinggi khalifah Harun al-Rasyid (memerintah tahun 786-809), atas permintaan 

Harun menyusun sebuah risalah tentang hukum fiskal dan publik, kitab al-Kharaj.118
 

Muhammad Ibn Hasan al-Syaybani, murid Abu Hanifah, dan Abu Yusuf, 

mengompilasi corpus juris mazhab Hanafi. Enam karya fiqihnya, dikhususkan untuk 

hal-hal prinsipil, menjadi dasar bagi banyak karya yurisprudensi di kemudian hari. 

Karya ini lalu digabungkan menjadi satu jilid berjudul al-kafi (yang sudah lengkap), 

oleh al-Marzawi, yang lebih dikenal sebagai Al-Hakim al-Syahid (w. 985). Ini 

kemudian diberikan tafsiran-tafsiran oleh Syams al-Din al-Syarakhsi (w. 1095) dalam 

tiga  puluh jilid berjudul al-Mabsuth ( yang diperpanjang). Hukum Hanafi adalah yang 
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paling humaniter dari semua mazhab terkait perlakuan terhadap non-muslim dan 

tawanan perang, dan hukum pidananya dianggap sebagai yang paling ringan.
119

 

Abu Hanifah dikenal karena banyak mengandalkan ra’y dan qiyas (pendapat 

pribadi dan analogi), kecendrungan yang juga sering dijumpai dalam yurisprudensi 

Hanafi yang cenderung agak teoritis. Dibandingan dengan pengikut Hanbali, 

contohnya, pengikut Hanafi cenderung membahas tidak hanya persoalan yang nyata 

dan aktual masalah-masalah teoretis yang didasarkan hanya pada pengandaian. 

Sebagai pedangan, kontribusi Abu Hanfiah terhadap pengembangan hukum transaksi 

komersial (mua’amalat) sangat menonjol. Hal ini yang membedakan kontribusi Abu 

Hanifah adalah kepeduliannya pada kebebasan individu dan keengganannya untuk 

menerapkan pembatasan-pembatasan yang tdaik perlu terhadap hal ini. Ia memagang 

pandangan bahwa baik masyarakat mauun pemerintah tidak memiliki otoritas untuk 

mencampuri kebebasan pribadi selagi si individu belum melanggar hukum. Maka 

hukum Hanafi memberi hak kepada perempuan dewasa untuk melangsungkan akad 

nikahnya sendiri tanpa kehadiran walinya, suatu ketentuan yang berbeda dengan 

sebagian besar mazhab yang lain. Sesuai dengan pandangan tersebut, perwalian atas 

dasar diri sendiri harus dibatasi pada kebutuhan orang yang bertanggung dan hal ini 

tidak lagi diperlukan setelah orang tersebut mencapai usia baligh/dewasa. Sealain itu, 

karena Al-Qur’an memberi perempuan dewasa kewenangan penuh atas hak miliknya, 

tidak ada alasan mengapa hak tersebut tidak dapat berlaku dalam hal pernikahannya. 

Di sisi lain, Abu Hanifah telah menetapkan kesetaraan (kafaah) dalam perkawinan 

serta ketentuan mahar yang adil (mahr al-mis\l) kepada istri. Ia lebih jauh lgi menolak 

karantina (al-hajr) seorang idiot (safih) dan pengutang yang pailit berdasarkan analisis 
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bahwa membatasi kebebasan para invidu ini merupakan keburukan yang lebih besar 

ketimbang kemungkinan hilangnya harta yang timbul akibat dibolehkannya karantina. 

Namun sebagai langkah antisipasi, Abu Hanifah menetapkan bahwa seorang safih 

harus sudah mencapai usia dua puluh lima sebelum ia diberi kepercayaan untuk bebas 

mengambil tindakan terkait harta miliknya, bahkan ketika hal ini mengakibatkan 

kerugian kepada lain, asalkan tidak sampai menjadi kerugian yang teramat besar 

(dharar fa>hisy).
120

 

Usul fiqih Hanafi dikembangkan dua generasi setelah pendiri mazhab Hanafi, 

Abu Hanifah. Sebagaimana yang kita ketahui, Abu Hanifah sendiri tidak pernah 

menulis karya khusus fiqih. Dia menulis tentang isu-isu yang berhubungan dengan 

akidah Islam dan pendidikan, misalnya al-fiqh al-akbar (hukum terpenting), al-Radd 

‘ala al-Qadarriyah (menyangkal fatalis) dan al-‘Alim wa al-Muta’allim (guru dan 

murid). Abu Yusuf (w. 182 H), murid utama Abu Hanifah, menghimpun hadis\-hadis\ 

yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah, dalam karyanya Kitab al-Asar (kitab riwayat). 

Kemudian, Abu Yusuf menulis kitab al-Kharaj (pajak) yang menjelaskan fatwa-fatwa 

Abu Hanifah terkait isu-isu finansial, disertai pendapat pribadi Abu Yusuf, yang 

terkadang berbeda dengan gurunya. Abu Yusuf juga menyusun ikhtilaf ibn Abi Laila 

(perselisihan Ibn Abi Laila, ketua hakim Bagdad waktu itu yang tidak disetujui Abu 

Hanifah. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w. 187 H/803 M), murid terbaik Abu 

Hanifah dan Abu Yusuf, meriwayatkan kitab al-ikhtilaf (perselisihan) setelah Abu 

Yusuf. Kemudian, Muhammad ibn al-Hasan menulis beberapa karya fiqih 
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komprehensif, yang sekarang dinilai sebagai refrensi utama fiqih mazhab Hanafi, yang 

paling signifikan adalam kitab al-Jami’ al-Kabir (ikhtisar lengkap).
121

 

Hingga titik itu, mazhab Hanafi berpijak pada banyak koleksi riwayat hadis\ 

dan fatwa, dari pada sebuah metodologi khusus. Generasi murid berikutnya-lah yang 

mengelaborasi ushul al-hanafiyyah (metodologi fundamental mazhab Hanafi). Baik al-

Sarkhasi (w. 489 H/1096 M) maupun al-Bazdawi (w. 542 H/1147 M) sama-sama 

menulis kitab yang berjudul al-ushul (fundamental-fundamental) di mana mereke 

menjelaskan isu-isu formal metodologi, seperti perintah (amr) yang khusus dan yang 

umum (al-khas wa al-‘am), tingkat kehujjahan, kias, dan nasakh. Al-Sarkhasi menulis 

pada bagian pendahuluan bahwa ‚inilah waktu untuk mengelaborasi secara spesifik 

terhadap konsep Usul, yang menjadi basis Muhammad ibn al-Hasan ketika 

membangun hukum cabang (furu’), agar generasi mendatang dapat membangun fikih 

mereka berdasarkan usul ini ketika mereka menghadapi masalah yang tidak pernah 

terjadi sebelumnya. Generasi mazhab Hanafi ini-lah yang membangun fatwa dan 

ijtihad mereka, bahkan terhadap masalah yang belum pernah terjadi, berdasarkan 

preseden dan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Ibn al-Hasan, ketimbang 

metodologi Usul versi al-Sarkhasi dan al-Bazdawi.
122

 

      

1. Metode Istinbat Mažhab Hanafi 

Adapun langkah legislasi Maz\hab Hanafi dalam mengambil kesimpulan 

hukum-hukum fiqh ialah sebagaimana yang pernah Abu Hanifah katakan : 
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Saya mengambil hukum dari Al-Quran, jika saya tidak mendapatkannya 

dari Alquran, maka saya bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang sahih dan yang 

terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam Alquran dan 

hadiš tidak saya ketemukan sesuatu pun, maka saya beralih kepada keterangan para 

sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki. Setelah berpijak pada 

pendapat pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat 

Ibrahim, As-Sya‟bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa‟id bin Musayyab, sambil beliau 

mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun 

berhak untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan.
123

 

Jadi dalam menyusun fiqh, ia pertama-pertama mencari keterangan dari 

Alquran, bila tidak diperoleh keterangan, maka mencari dalam sunnah rasul, hadiš 

yang sahih dan masyhur, tersiar dalam kalangan orang terpercaya. Bila tidak ada 

dari kedua sumber tersebut, maka beliau mengambil keterangan dari asar Al-

Sahabi, ucapan atau perbuatan para sahabat. 

Bila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan 

segala kemampuannya menggali dalil dari nas}s} Alquran dan hadiš untuk 

menetapkan/mengistinbatkan hukum besangkutan, yang dinamakan ijtihad. Yang 

demikian disebut usul al kubra (pokok-pokok yang terpenting dan besar). 

Imam Abu Hanifah sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam 

menerima hadiš. Tidak setiap hadiš langsung diterima sebagai sumber syari‟at 

Islam, kecuali diriwayatkan oleh jama‟ahi dari jama‟ah, atau berita yang disepakati 
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oleh fuqaha suatu negri dan diamalkan, atau berita ahad yang diriwayatkan dari 

sahabat dalam jumlah banyak yang tidak dipertentangkan.
124

 

adi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar Mažhab Hanafi dalam 

menetapkan hukum suatu masalah, adalah :  

1) Al-Kitab (Alquran). Semua Mažhab sepakat adalah dalil hukum yang pertama 

dan utama. Walaupun mereka terkadang berbeda pendapat dlam menafsirkan 

dan istinbat (menetapkan hukum ayat tersebut).  

2) Al-Sunnah, hadiš yang diterima oleh Mažhab Hanafi adalah hadiš masyhur, 

yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang, bahkan lebih.  

3) Aqwalu al-s}ahabah (perkataan sahabat)  

4) Ijma‟  

5) Al-Qiyas. Mažhab Hanafi yang paling banya menggunakan qiyas, sehingga 

mereka dikenal sebagai ahlu ra‟yi.
125

  

6) Al-Istihsan. Prinsip lebih mementingkan keadilan dan kebaikan secara mutlak. 

7) „Urf., menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-

kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Beliau 

melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an, sunnah, 

ijma‟ atau qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiyas, beliau 

melakukannya atas dasar istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak 

dapat dilakukan istihsan, beliau kepada „urf manusia.
126

 

Berkenaan dengan hadiš ahad, menurutnya ada tiga syarat. Pertama, perawi 

tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadiš yang 
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diriwayatkannya, kedua, hadiš ahad tidak boleh menyangkut persoalan masalah 

yang bersifat umum dan sering terjadi. Ketiga, hadiš ahad tidak boleh bertentangan 

dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar kuliyahi.
127

 

Dalam menetapkan suatu perkara, dalam Mažhab Hanafi terdapat beberapa 

kategori istilah hukum Islam, sebagai berikut:
128

 

1) Iftirad, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk dilaksanakan melalui 

tuntutan yang pasti dan didasarkan atas dalil yang qat‟i pasti pula, baik dari 

segi periwayatan maupun dari segi dilalahnya. Dalam kesempatan lain biasa 

disebut sebagai sesuatu yang fardhu.  

2) Ijab, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu 

perbuatan, tetapi melalui tuntutan bersifat z}anni (relative benar), baik  berupa 

dari segi periwayatannya maupun daris segi dalalahnya. Biasa disebut sebagai 

sesuatu yang wajib.  

3) Nadb, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu 

tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, karena 

orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman, yang dituntut untuk 

dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut 

Nadb. 

4) Ibahah, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara perbuatab atau tidak 

berbuat. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan Ibahah, dan perbuatan 

yang boleh dipilih disebut Mubah.  

5) Karahah Tanzihiyyah, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu 

pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak dengan pasti.  
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6) Karahah Tahrimiyyah, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan dengan suatu 

yang perbuatan dengan cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang 

zanni, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Apabila 

pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dikerjakan maka ia 

dikenakan hukuman.  

7) Tahrim, yaitu tuntutan utnuk meninggalkan suatu pekerjaan sacara pasti dan 

didasarkan pada dalil yang qat‟i baik dari segi periwayatan maupun dari segi 

dalalahnya. Disebut juga dengan suatu yang haram.
129

 

 

2. Wali Nikah dalam Pandangan Maz\hab Hanafi 

Di dalam kitab Hawi al-Kabir, terdapat pendapat Abu Hanifah tentang wali 

dalam pernikahan, seperti di bawah ini: 

ََلاََكََوََ
َ
ََِّيفََخَََٔبَُأ َََنَْإَِ/ َََيٓالََخََوَََٓأغَِيَُلََِةولايَََاٌالََِفََِآََيَْيََعَََََْكَُيًََََْل َفَآََيَْيََعََََكَُيًَََل

َِ ََجازََوَََة،ولايَََٓاكاخَُِ
َ
ََِثِفردَََنَْأ ََلدعََاىَْب ََرجوٌَََلََإََِردهثََوَََٓاصَِفَْجَََعَََ

َ
َآََيَْيََعَََاعتراضَلَاَوَََامرأةَوَْأ

ٌَََْ َإََِلَََِٔال ََلَاّ
َ
َِوَََء،فََنَََيَِْدَََفََِآََصََفَْجَََثضعَنَْأ ََٔنَُِلََُِولايةٌَالاَفََِآََيَْيََعَََنََكَََنإ

َ
َََصغرَوَْأ َثِهحًََْل

َإََِآََصََفَْجََ ََِلَاّ 130.لََٔب
 

Maksud dari pendapat Abu Hanifah di atas adalah menunjukkan status wali. 

Wali menurut Abu Hanifah di atas ketika wanita sudah baligh dan berakal sehat, 

maka boleh menikah tanpa wali dan mengaqad dirinya sendiri. Namun untuk 

ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan wali.  

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. Pertama, kekuasaan 

atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti 
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mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah dan 

kakek. Kedua, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda 

seperti mengembangkan harta, mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. 

Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. Ketiga, wilayah atas jiwa dan harta 

secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.
131

 

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan 

yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib 

dihadiri oleh dua orang saksi.
132

 

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‟i 

atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena 

kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. 

Dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal 

sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah 

sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak seorang pun yang mempunyai 

wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang 

dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnyatidak kurang dari dengan 

mahar mitsil, tetapi jika dia memilihseorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, 

maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadli untuk membatalkan 

akad nikahnya.
133

 

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil 

dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar mitsil, maka akad nikahnya 

sah jika tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi bila yang 
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mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan atau 

kurang dari mahar mitsil, maka akad tersebut tidak sah sama sekali. 

a. Urutan wali 

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak 

laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, 

sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak 

laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki 

seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, 

paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.
134

 

b. Kedudukan wali menurut pendapat mažhab Hanafi 

135ةخطٔبالمَلو  

ةََشترَُي وَاجَخَلْدََِلصَِد  ِْدَََالز  اءََِاكَْثََََعِ َٓ نََْاىْفُلَ
َ
خْطُٔبَة،َوَلََِّيجٔلاهَّأ ٍَ ْ َيصََحََّفَلَََال

ِْدََ رََِعِ ْٔ ُٓ اءََِجُُْ ٍَ نََْاىعُْيَ
َ
ةَثجٔلىَأ

َ
رْأ ٍَ ْ َِفْصِٓاَال ِ اءََِخِلَفاًََوَاجالزَ َخَلْدَب َٓ َِف،َىفُِلَ خْ

َ ِْ َا
ةَاجِْزُواَذَلَدَْ

َ
رأْ ٍَ نََْليِْ

َ
جَأ اَجَفْصَّ،َثزُوِّ ٍَ اَاجِْزُواَنَ َٓ َ نََْل

َ
جَأ اَثزوِّ َْ َباَىغَِةً،َكَُتَََْاذَِاَدَيِْ

ا ٍَ نََّنَ
َ
اَأ َٓ َ نََِل

َ
ََأ اَفََِثُٔكّ  َٓ يِِ َََْثزَْوِ أَتشََاء،ٌََ ََ تَعْضُيََُفَلََ/َ}َثعالَبلٔلهَواخججّ ُْ َْٔ

نَْ
َ
ََََأ ِْهِدْ ََ َحَ ُٓ زْوَاجَ

َ
ْٔاَإذَِاََأ ًََْثرََاضَ ُٓ َِ عْرُوْفََِبيَْ ٍَ ْ  136{َباِل

Wali Wanita yang dikhitbah: 

     Disyaratkan untuk sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama‟ fiqh, untuk 

mewakilinya yaitu seorang wali dari wanita yang dikhitbah, maka tidak sah 

menurut mayoritas ulama‟ , seorang wanita mewakili dirinya sendiri dalam akad 

nikah, berbeda dengan ulama‟ fiqh mažhab Hanafi, maka mažhab Hanafi 

membolehkan bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, 

sebagaimana mereka membolehkan seorang perempuan untuk menikahkan 

perempuan lain jika dia sudah baligh, Sesungguhnya dia mempunyai hak / menjadi 

wali / mewakili pernikahan seseorang yang dia kehendaki. Mažhab Hanafi 
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berhujjah / berargumen dengan Firman Allah : (Maka janganlah kamu (para wali) 

menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat 

kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf). 

 

ضَافََ
َ
ََُّاللََُأ ذِهََِفََِشُبْداَُ َََْوَجَهَََاىن صاءََِالَََِال كَحََُالآيَةََََِْ َََّخَ ِٓ ٌََََِعِ وَاجِ،ٌَِ اَالز  ٍَ َنَ

أ َ"َوشيًَّعييَّاللَصلََّاللَرشٔلَبلٔلَايَضاًََاخِْججِ /ًَُ اَاخَقََّاِح  َٓ َِفْصِ ِ َََْب ٌَِ
ا َٓ  137ول 

Allah SWT menambahkan pada ayat ini menikahi wanita dan melarang dari 

menghalangi mereka dari menikah, sebagaimana mažhab Imam Hanafi berhujjah 

lagi dengan Sabda Rasulullah SAW : (Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya 

daripada walinya ) 

 

َواِيً  /ََْ جَََلَاٌَََ اَََزَو  َٓ وََْبكِْراًََل
َ
ْٔاَلَا،َأ دُ ذَاَوَرجَ  َدِيحَََِْْ ةَالْْ َّٔ َِده،َبلُِ ََوَالْاِتْفَاقََِشَ َعَََ

َِّ جِ ََصد  ا"َخَدِيحَْعَََ ةٍََأيٍُّ
َ
اَُكََدَتََْامْرأَ َٓ اَاذِْنََِبغَِيََِْجَفْصَ َٓ اَوَل  َٓ َفِكخٓاَباَطِوٌََفَِكَِخُ

ََُكَِاحَََلَاَ"َخراَِخديحَوع138ََ"باطوَفِكخٓاَباطو  139بِٔلََّالِا 

Wanita janda: seseorang yang tidak memiliki suami baik masih perawan (gadis) 

atau tidak. Mažhab Hanafi mengunggulkan hadits ini dengan sanad yang kuat, 

sesuai pada shohihnya hadits ini terhadap hadits : (Perempuan manapun yang 

kawin dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka 

nikahnya batal), dan terhadap hadits yang lain (Tidak ada nikah kecuali dengan 

wali). 

 

لََّفََِوَيشُْتَرطََُ َٔ ْ نََْال
َ
نَََأ ْٔ ًََْوَاذَِاَمصيٍاً،َباىغاًََعاكلًََذَنراًََيكَُ َ جَْٔدَل ةَيُ

َ
رْأ ٍَ َوليََليِْ

َََْوَلََِّفَاىْلَاضَِ اَاىْلَاضََِفيجٔلىَلَهُ،َوَلَ َلَاٌَََ َٓ نََْبَعْدَََثزَْويَِ
َ
اَأ َٓ يصُْجَأذِجُ

Dan disyariatkan bagi seorang wali merupakan laki-laki, berakal, baligh, dan 

muslim, dan wanita tersebut tidak menemukan wali, maka seorang seorang hakim 

merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, maka seorang hakim bisa 

menjadi wali pernikahan wanita tersebut setelah meminta izinnya. 
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Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah. 

Hal ini memunculkan implikasi hukum bahwa wanita yang sudah baligh dan 

berakal ketika menikah, maka tidak wajib untuk mendatangkan wali, bahkan 

wanita tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita tersebut dianggap 

berhak melakukan kebijakan (tasarruf) terhadap semua urusan pribadi maupun 

hartanya tanpa harus dicampuri oleh walinya. Meskipun tetap disunahkan baginya 

untuk menyerahkan urusan nikah kepada walinya. Supaya dia tidak dianggap keras 

kepala dan tidak tahu malu.
140

  

Pendapat Mažhab Hanafi ini berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Surat 

Al-Baqarah ayat 230: 

                       

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami 

yang lain.
141

  

Pada ayat di atas, subyek dari kata “ ” itu ditujukan pada calon isteri 

sehingga Mažhab Hanafi menganggap tidak perlu adanya wali. Hal ini senada 

dengan  QS. Al Baqarah, ayat 232 : 

...                      ..   

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang ma'ruf.
142
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Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, adalah merupakan sebuah 

petunjuk nash, bahwa sebagai wali tidak diperkenankan untuk menghalangi wanita 

(anak perempuannya) untuk menikah. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa wanita 

yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya dan 

boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita tersebut masih gadis maupun 

sudah janda.
143

 

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, dikuatkan dengan Sabda Rasulullah 

SAW : 

ًَُ/ََوشيًَعييَّاللَصلَالبيَأنَعباسَابََعَ" اَاخََقََّاِح  َٓ َِفصِ ِ َََْب اٌَِ َٓ 144"........وَلِ   

Artinya: Dari Ibn „Abbas sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Wanita janda lebih 

berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. 

 

Maksud kata “
 pada hadits di atas menurut Mažhab Hanafi adalah ”اِيً 

seorang wanita yang tidak memiliki suami baik masih perawan atau sudah janda. 

Dengan demikian ia berhak melakukan akad nikah berdasarkan kehendaknya 

sendiri.
145

  

Dari hadits di atas, telah jelas memberikan gambaran tentang posisi seorang 

janda dalam menentukan pilihan terkait dengan siapa dia akan menikah. Dalam hal 

ini, peran wali seolah-olah digantikan oleh wanita itu sendiri. Karena seorang janda 

lebih berhak menentukan apa yang menjadi pilihannya sendiri. 

Sementara itu, menyikapi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu 

Dawud:
146
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َابََعََمٔس،َبََشييٍانَعََريفج،جَابََعََوعبدالمجيد،َوشعيدَمصيًَأخبرُا"
َكالَم.صَاللَرشٔلَأن/ََعِٓاَثعلَاللَرضىَعائشةَعََالزبي،َبََعروةَعََشٓاب،

ا/َ ةٍََأيٍُّ
َ
اَُكََدَتََْامْرَأ َٓ اَاذِْنََِبغَِيََِْجَفْصَ َٓ اَول  َٓ اَباَطِوٌََفَِكَِخُ َٓ َفَِكِخُٓاَباطِوٌََفَِكِخُ

"باَطِوٌَ  

Artinya: Telah mengabarkan Muslim dan Sa‟id dan Abdul Majid, dari Ibnu Juraij, 

dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari „Urwah bin Zubair, dari 

„Aisyag R.A: sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: 

(Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal), 

  Menurut ulama‟ Hanafi, hadits di atas tidak bisa dijadikan dasar tidak 

sahnya akad nikah seorang perempuan tanpa seizin walinya, karena dianggap hadis\ 

dhoif dan wanita yang dimaksud dalam hadits di atas bukanlah wanita yang sudah 

mukallaf, tetapi anak kecil, gila atau tidak kafaah dengan calon suaminya. Dan 

karena sahabat Ibnu Juraij pernah bertanya kepada sahabat Zuhri, dan sahabat 

Zuhri ingkar atau tidak tahu hadits tersebut. Adapun pertimbangan lain, adalah 

Sayyidah „Aisyah r.a. pernah menikahkan anak saudaranya (Abdurrahman) dengan 

Mundzir bin Zubair. Adapun yang dilakukan sayyidah „Aisyah tersebut dianggap 

menasakh (menganti hukum) hadits di atas, karena hadits di atas juga diriwayatkan 

dari „Aisyah r.a. Di samping itu hadits di atas tidak menunjukkan keharusan adanya 

wali dalam nikah akan tetapi hanya menjelaskan bahwa nikah tanpa izin wali 

adalah batal. Sehingga jika ia nikah sendiri dengan seizin wali maka nikahnya 

sudah sah.
147

 

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan 

Turmudzi : 
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لِيََإلِا ََُكَِاحَََلاَََالكَوشيًَّعييَّاللَصلََّالبّيََّأنََّمٔسىَابيَعَ   َٔ ِ َرواه)َب

(واىترٌذيَداودَابٔ  
Artinya: Diriwayatkan dari Abu Musa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Tidak 

(dianggap) nikah yang sah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Abu 

Dawud dan Turmudzi). 

 

Menurut ulama‟ Hanafi, hadits ini dianggap dlaif  (lemah) yang tidak bisa 

digunakan sebagai pijakan hukum dan masih diragukan keshahihannya.
148

 Berbeda 

dengan hadits "ًَُ اَاخََقََّاِح  َٓ َِفصِ ِ َََْب ٌَََِٓ اوَلِ  yang telah disepakati kesohihahnnya 

oleh semua pakar hadits. 

 

3. Argumentasi Wali Nikah Perspektif Mažhab Hanafi 

 

Pendapat Mažhab Hanafi bahwa pernikahan tidak harus menggunakan wali. 

Pendapat ini berdasarkan analisis dari Al-Qur‟an yang berbunyi : 

               

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami 

yang lain.” (Q.S Al-Baqarah: 230).
149

 

                 

... 

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya.” (Q.S Al-Baqarah: 232).
150
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Menurut Mažhab Hanafi Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya surat 

Al-baqarah 230 dan 232) adalah contoh yang mengemukakan kasus ma‟qil bin 

yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. 

Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut. Setelah 

habis tenggang waktu menunggu waktu masa iddah, maka kedua bekas suami istri 

itu ingin kembali lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan menikah lagi, tetapi 

ma‟qil bin yasar tidak membolehkan kembali menjadi suami dari saudara 

perempuannya. Setelah disampaikan orang berita ini kepada Rasulullah saw maka 

turunlah surat Al-Baqarah ayat 232 yang mengatur dan melarang bekas suami 

tadi.
151

 

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 230 dan 232 terdpat kata-kata 

yankihna dan kata kerja tankihna yang terjemahannya menikah disini pelakunya 

adalah wanita bekas istri itu tadi. Pekerjaan mana dalam isnad haqiqi (riwayat) 

semestinya dikerjakan orang lain sebagaimana halnya pada isnad majazi 

(kiasan).
152

 

Mažhab Hanafi berpendirian bahwa sahnya akad nikah tanpa wali 

berdasarkan hadits Rasullulah yaitu yang berbunyi : 

َألَ /ََكالَالبيَأنَعَِّاللَرضَساعبَابََروى ُِ اَاخََقََُّي  َٓ َِفْصِ ِ َََْب اٌَِ َٓ َوَالْهِْرََِوَلِ 
ا َْ مَرُ

ْ
اَيصُْجَأ َْ بُٔ

َ
اَفََِأ َٓ  153جَفْصِ
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Artinya : Diriwayatkan dari Ibn „Abbas R.A bahwasannya Rasulullah Saw telah 

bersabda: “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan 

gadis ialah ayahnya sebaga penguasa terhadap dirinya”.
154

 

Mantuq hadits ini menegaskan bahwa janda mempunyai hak terhadap 

dirinya; dan gadis juga mempunyai hak seperti janda tersebut. Hak gadis terhadap 

dirinya itu bukanlah dari mantuq hadits, tetapi diketahui dengan jalan qiyas, 

karena manakala gadis itu dewasa serta cerdik., hukumnya dalam bidang 

mu‟amalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang baligh serta 

cerdik. Atas dasar inilah, Mažhab Hanafi memandang sah akad nikah tanpa wali 

secara mutlak, baik mengenai wanita janda maupun gadis.
155

 

Mažhab  Hanafi berpendirian kepada hadits Ummu Salamah yang 

diriwayatkan oleh Nasa‟i dan Ahmad : 

ََْ َ خَ
ُ
ةََ م أ ٍَ ا شَيَ َٓ ا اجَ   ٍ َ ا وشيً عييّ الل صلي الَبيَُّ بَعَحََ ل َٓ  : كَاىَتَْ يََْطُبُ
خَدٌَ ىيَْسََ

َ
ََْ أ وَْ ٌ

َ
لَُ ذَلَالََ .ْدًاشا لَائَْ أ ْٔ  : وشيً عييّ الل صلي الل رَشُ

خَدٌَ ىيَْسََ
َ
ََْ أ وَْ ٌ

َ
َ وَلاََ ْدٌَ شَا لَائم أ ٌِ  156لمََ ذََ يكَْرهََُ غََئ

Artinya : Ummu Salamah meriwayatkan, tatkala Rosulullah meminangnya ia 

berkata: „Tidak seorangpun dari wali-waliku hadir. Maka sabda 

Rosulullah saw: „Tidak seorangpun dari walimu, yang hadir atau ghoib 

(musafir), menolak perkawinan kita. 

Hadits Ummu Salamah ini menunjukan bahwa dalam perkawinan 

Rasulullah dengan Ummu Salamah tidak dihadiri oleh walinya dan bahwa wali 
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tidak berhak membantah atau menyanggah terhadap perkawinan yang sekufu dan 

bahwasannya akad nikah tidak bergantung pada wali. Demikian riwayat mengenai 

Ummu Salamah yang disepakati oleh para perawi hadits. 

Oleh sebab itu Mažhab Hanafi menetapkan bahwa nikah itu sah dengan 

tanpa adanya wali, baik wanita itu gadis maupun janda. Beliau berpegang pada 

hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. 

B. Mažhab Syafi’i 

Ini adalah mazhab terbesar ketiga yang bertahan, dinamakan sesuai dengan 

nama pendirinya, Muhammad ibn Idris al-Syafii (w. 820). Sebagai murid Imam Malik, 

ia merumuskan teori hukum syariah dalam bentuk yang sebagian besar bertahan sejak 

itu. Teori ini mengajarkan bahwa hukum Islam didasarkan pada empat prinsip dasar, 

atau akar (ushul al-fiqh): firman atau Sunnah Nabi, konsensus pendapat (ijma‟), dan 

penalaran dengan analogi (qiyas). Al-Syafii mempelajari karya para pendahulunya dan 

menemukan bahwa walaupun ada hadis dari Nabi, para ahli hukum awal terkadang 

lebih memilih pendapat para sahabat, atau mengabaikan hadis ketika hal tersebut 

bertentangan dengan praktik lokal. Menekankan otoritas kuat hadis, Al-Syafii 

mengatakan bahwa hadis yang sahih harus selalu diterima. Sementara Abu Hanifah dan 

Malik merasa bebas untuk mengesampingkan tradisi ketika bertentangan dengan al-

Qur‟an, bagi al-Syafii sutau tradisi tidak bisa menjadi tidak valid atas dasar ini: ia 

menerima begitu saja bahwa Al-Qur‟an dan hadis tidak bertentangan satu sama lain.
157

 

Al-Syafii juga berbeda dari Abu Hanifah dan Malik tentang makna ijma‟. Bagi 

para pendahulu al-Syafii, ijma‟ berarti konsensus para sarjana, namun al-Syafii 

menyangkal adanya konsensus semacam ini. Hanya satu konsesus yang mungkin ada-
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yakni konsensus seluruh masyarakat Muslim. Ia kemudian mebatasi cakupan ijma‟ pada 

tugas-tugas yang wajib, seperti shalat lima waktu, di mana konsensus semacam ini 

dapat dikatakan ada. Namun teori hukum yang bertahan sesudah al-Syafii kembali 

kepada konsensus para sarjana, yang dianggap tidak dapat dipatahkan dalam cara yang 

sama seperti konsensus umum umat Muslim.
158

 

Al-Syafii pada intinya membatasi sumber hukum pada al-Qur‟an dari hadis. Jika 

untuk kasus tertentu tidak ditemukan ketentuan dari sumber-sumber di atas, maka 

solusinya harus dicari dengan menerapkan analogi, yang pada dasarnya mengharuskan 

perpanjangan logika al-Qur‟an dan Sunnah. Ekspresi opini mana pun yang tidak 

dihubungkan dengan sumber-sumber ini sifatnya sembarangan dan eksesif. Maka al-

Syafii kemudian membatasi cakupan ijtihad dengan menerapkan padanya syarat-syarat 

penalaran analogis yang ketat, sehingga ia menganggap ijtihad dan qiyas itu sinonim.
159

 

Dampak Imam al-Syafii pada perkembangan Syari‟ah paling jelas terlihat dalam 

bidang metodologi ushul al-fiqh. Para pendahulu dan utama sezamannya sudah 

membahas persoalan-persoalan ideologi, namun referensi pada persoalan-persoalan 

semacam ini secara umum masih terisolasi dan insidental. Hanya dalam Risalah Syafii-

lah  kita menemukan pembahasan khusus metodologi ushul, yang kemudian muncul di 

akhir abadi kedelapan sebagai salah satu disiplin pembelajaran Islam yang paling 

penting. Tidak berlebihan jika peran al-Syafii dalam hal ini diperbandingan oleh Fakhr 

al-Din al-Razi dengan Aristoteles dalam loginya dan dengan Khalil Ibn Ahmad dalam 

prosesnya. Al-Syafii adalah orang petama yang menulis banyak tema baru ushul al-fiqh, 

dan melalui penjabarannya atas berbagai konsep seperti bayan (penjelasan) dan tema 

seperti „amm (umm), khas}s} (khusus), al-nasikh dan al-mansukh (pembatal dan yang 
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dibatalkan), Imam Syafii mampu memperkuat pandangannya tentang kesatuan dasar 

antara al-Qur’an dan Sunnah. Maka dari itu Sunnah menjelaskan dan melengkapi asas-

asas dan penjelasan al-Qur’an, dan ketika melakukan ijtihad, yang satu tidak boleh 

dibaca terpisah dari yang lainnya. 

Al-Syafii secara umum menyejajarkan otoritas sunnah yang sahih dengan al-

Qur‟an, kecuali terkait persoalan aqidah (al-aqa‟id) di mana ia menyatakan bahwa 

sunnah tidak memiliki otoritas yang sejajar. Ia menolak pandangan yang pernah 

diusung banyak orang bahwa al-Qur‟an dan Sunnah bisa saling membatalkan. Al-Syafii 

berpendapat, karena al-sunnah adalah penjelasan terhadap al-Qur‟an, pembatalan ayat 

al-Qur‟an tidak termasuk dalam kerangkan acuannya. Visi al-Syafii mengenai kesatuan 

dasar sumber-sumber wahyu nyaris mengatakan bahwa penolakan terhadap Sunnah 

akan sama saja dengan penolakan terhadap al-Quran, dan menerima yang satu dan 

menolak yang lain juga tidak bisa diterima.
160

 

Mazhab Syafii dikecualikan karena Imam al-Syafii menulis/mendiktekan 

laporan-laporan hadis\, fiqih dan metodologi ijtihad (Ushul Fiqih). Al-Syafii, menurut 

mayoritas ulama, adalah tokoh yang membangun fonasi ushul fiqih sebagai cabang 

ilmu mandiri dalam hukum Islam, melalui karyanya ar-risalah. Pengaruh filsafat 

Yunani terhadap Ushul Syafii menjadi obyek perdebatan di kalangan para peneliti. 

Beberapa peniliti mengklaim bahwa al-Syafii tidak pernah membuka diri terhadap 

filsafat Yunani dan sebagian yang lain mengklaim bahwa Imam al-Syafii itu lancer 

dalam bahasa Yunani, dan pengaruh Yunani tampak pada tulisannya.
161
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Metodologi Syafii dalam usul, khususnya yang diilustrasikan dalam ar-risalah 

dan al-Umm, menunjukkan tidak pengaruh langsung dari logika maupun filsafat 

Yunani. Namun bisa jadi Imam al-Syafii membaca apa yang saat itu tersedia dari 

warisan Yunani, sebagaiman diklaim para penulis biografinya. Setidak-tidaknya, Usul 

Mazhab Syafii sendiri berkembang pesat melalui kerja para ulama dan filsuf berikutnya, 

seperti al-Qaffal al-Syasyi (w. 336 H/947 M), Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 

H/1085M), dan Abu hamid al-Gazali (w. 504 H/1111 M), yang seluruhnya tidak dapat 

disangkal lagi terpengaruh oleh filsafat Yunani.
162

 

1. Metode Istinbat Mažhab Syafi’i  

Imam Syafi‟i dalam ijtihad adalah seperti yang dikatakannya dalam al-

Umm: “Pertama-tama adalah Alquran dan al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, al-

Syafii menggunakan ijma sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara 

empiris, fiqihnya mengarahkan ijma sebagai hujjah, bahkan lebih mengutamakan 

ijma atas hadis yang disampaikan satu orang (hadis ahad). Selanjutnya Imam al-

Syafii menteapkan qiyas (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan 

hadiš dari Rasulullah dan sanadnya sahih, maka itulah tujuan akhir”.
163

 Dapat 

dikatakan Imam Syafii ada;lah orang yang pertama menjelaskan qiyas secara 

terperinci. Imam al-Syafii menolak metode istihsan Abu Hanifah karena 

menganggap istihsan sebagai penetapan hukum yang tidak disandarkan dalam al-

Quran dan Sunnah.
164

 Sumber dasar dalam mažhab Syafii adalah Alquan, al-Hadiš, 

ijma‟ dan qiyas.
165
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Imam Syafi‟i menempatkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai satu kesatuan 

yang tidak dapat dibedakan, karena Alquran memerlukan penjelasan al-Sunnah. 

Namun tidak berarti beliau mengingkari terjadinya perbedaan di antara Alquran 

mutawattir seluruhnya, sedang al-Sunnah lebih banyak yang ahad. 

Beliau memandang al-Sunnah yang sahih sebagaimana memandang kepada 

Alquran, di mana masing-masing dari keduanya wajib di ikutinya. Kemudian ia 

mengamalkan Ijma‟. Pengertian Ijma‟ menurut Syafi‟i adalah tidak diketahui 

adanya perbedaan pendapat, karena mengetahui dengan sepakat menurut 

pandangannya. Apabila tidak ada dalil yang di-naskan maka menuju kepada qiyas 

dan mengamalkannya dengan syarat hal itu mempunyai pokok tertentu. Dengan 

kerasnya beliau menolak apa yang di sebut orang istihsan, dan apa yang fukaha 

Maliki sebut istislah, tetapi beliau mengamalkan sesuatu yang mendekatkan yaitu 

istidlal.
166

 Imam Syafi‟i juga mempertahankan beramal dengan khabar ahad yang 

shahih. Namun tidak behujjah dengan hadiš mursal Ibnu Musayyab yang disepakati 

keshahihannya. 

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi‟i menempuh cara bahwa apabila di 

dalam Alquran sudah tidak ditemukan dalil yang di cari ia menggunakan hadiš 

mutawattir. Jika tetap tidak di temukan dalam hadiš mutawattir, ia menggunakan 

khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya barulah dicoba 

untuk menetapkan hukum berdasarkan z}ahir Alquran dan al-Sunnah secara 

berturut-turut. Dengan teliti ia mencoba menemukan mukhsis dari Alquran dan al-
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Sunnah. Kemudian mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. Atas 

keputusannya, kemudian dicari bagaimana pendapat dari para ulama sahabat.
167

 

Mengenai Ijma‟, Imam Syafi‟i memandangnya sebagai hujjah dalam 

agama, dan urutan ketiga setelah Alquran dan al-Sunnah. Mažhab ini tidak 

mengakui Ijma‟ yang bertentangan dengan nash dan tidak memakai Ijma‟ ulama 

Madinah sebagai hujjah. Mažhab Syafi‟i juga menolak ijma‟ sukuti, yaitu 

persetujuan secara diam-diam atau tidak membantah terus terang.
168

 

Mengenai qiyas Imam Syafi‟i tidak mendefinisikannya. Definisi yang 

dibuat ahli usul fiqh dan tokoh ulama Mažhab Syafi‟i yang disesuaikan dengan 

yang dimaksud Imam Syafi‟i, yaitu menghubungkan peristiwa yang tidak ada nash, 

karena adanya persamaan „illat antara kedua peristiwa tersebut.
169

 

Adapun Imam Syafi‟i hanya menggunakan empat macam, hal itu di 

utarakan Imam Syafi‟i didalam kitab Risalah:  

1) Alquran  

2) Al-Hadiš  

3) Ijma‟  

4) Ra‟yu (qiyas).
170

 

 

 

1) Alquran 

Konsep Alquran menurut para ulama dan Syafi‟i sama, yaitu suatu 

sumber hukum yang mutlaq, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin 

didapati perbedaan dalamnya baik lafald dangan lafaz}. Pemahaman Imam 
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Syafi‟i dikuatkan dengan firman Allah yang artinya: “Dan taatilah Allah dan 

Rasul, supaya kamu diberi rahmat”
171

 

Dalam menggali hukum Alquran Imam Syafi‟i lebih menekankan kepada 

keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa Alquran 

diturunkan dengan bahasa arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan 

difahami tidak mungkin terdapat lafadz-lafadz „ajam. Imam Syafi‟i selalu 

mencantumkan ayat-ayat Alquran setiap kali beliau berfatwa, namun Syafi‟i 

menganggap bahwa Alquran tidak bisa dilepaskan dari sunnah (Al-Hadiš), 

karena kaitan antara keduanya sangat erat.
172

 

2) Al-Hadiš (sunnah)  

Arti sunnah yang biasanya disebut dalam Ar-Risalah adalah “khabar” 

dalam arti istilah ilmu hadits adalah berita, bentuk jama‟nya adalah khabar 

dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, 

penggunaan khabar lebih luas dari pada hadits. Pemahaman Syafi‟i tentang 

hadits adalah sebagai bentuk:  

   a) Al-Aqwal Nabi  

   b) Al-Af‟al Nabi  

   c) Al-Taqdiru Nabi „ala amrin  

 

Untuk hadis\ Nabi Imam Syafi‟i hanya menggunakan hadis\ yang 

bersifat Mutawatir dan ahad, sedangkan untuk hadits yang d}aif hanya 

digunakan untuk li afd}alil amal, dalam menerima hadiš ahad Mažhab Syafi‟i 

mensyaratkan: 

1) Perawinya s\iqah dan terkenal s}iddiq  
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2) Perawinya cerdik dan memahami hadiš yang diriwayatkannya  

3) Perawinya dengan riwayat bil lafz} bukan dengan riwayat bil makna.  

4) Perawinya tidak menyalahi ahlu ilmi.  

 

Kalau kita perhatikan, persyaratan yang disyaratkan oleh Syafi‟i 

hanya untuk kes}ahihan suatu hadiš, hadiš ahad yang diterimanya sebatas 

kalau hadiš tersebut s}ahih dan bersembung. 

Faktor yang melatar belakangi Syafi‟i lebih teliti dalam menerima 

hadiš karena sesudah Nabi Wafat banyak dari kelangan aliran politik yang 

membuat hadiš-hadiš palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin. 

Dan hadiš pun bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pemimpin.
173

 

 

3) Ijma‟ 

Ijma‟ yang dimaksud oleh Syafi‟i adalah ijma‟nya para sahabat, dalam 

arti perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati, maka itu 

menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada di dalam nas}s} baik Alquran 

maupun hadiš, contoh ijma‟ yaitu shalat terawih 20 rakaat, jika terjadi 

perbedaan diantara para sahabat, maka Imam Syafi‟i memilih pendapat yang 

lebih dekat kepada Alquran dan sunnah. 

Ijma‟ menurut para ulama menepati posisi ketiga setelah Alquran dan 

hadiš, begitu juga dengan Syafi‟i, konsep ijma‟ yang ditawarkan oleh Syafi‟i 

mengharuskan merujuk kepada dalil yang ada yaitu Al-Kitab dan As-sunnah 

yang memiliki hubungan kepada qiyas, alasan yang diutarakan Syafi‟i kenapa 

ijma‟ harus disandarkan kepada nas}s}. Pertama, bila ijma‟ tidak dikaitkan 
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kepada dalil maka ijma‟ tersebut tidak akan sampai kepada kebenarannya. 

Kedua, bahwa para sahabat tidak lebih benar dari pada Nabi, sementara Nabi 

tidak pernah menetapkan hukum tanpa mengkaitkan dengan dalil-dalil 

Alquran. Ketiga, pendapat Agama tanpa dikaitkan kepada dalil maka itu adalah 

salah besar. Keempat, pendapat yang tidak dikaitkan dengan dalil maka tidak 

diketahui hukum syara‟nya.
174

 

4) Qiyas 

Qiyas menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu 

pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum 

permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama, contoh yang 

diberikan oleh Imam Syafi‟i, Zakat beras, tulang babi dan lain-lain. 

Imam Syafi‟i sangat membatasi pemikiran analogis, qiyas yang 

dilakukan oleh Syafi‟i tidak bisa independent karena semua yang diutarakan 

oleh imam Syafi‟i dikaitkan dengan Nash Alquran dan Sunnah.
175

 

Dalam menetapkan suatu perkara, dalam Mažhab Syafi‟i terdapat beberapa 

kategori istilah hukum Islam, seperti berikut : 

1. Ijab (ألإيجاب ) 

Yaitu berupa tuntunan secara pasti dari syara‟ untuk dilaksanakan dan dilarang 

ditinggalkan, karena yang eninggalkannya akan dikenai hukumannya. 

 (اننذب) .2

Yaitu tuntunan untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak pasti, 

karenanya orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukumannya, yang dituntut 
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untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut 

nadb. 

3. Ibahah (الإتاحح)  

Yaitu khitab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak 

berbuat, akibat dari khitan Allah ini disebut juga ibahah, dan perbuatan yang boleh 

itu disebut mubah. 

4. Karahah (انكشاىح) 

Yaitu berupa tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi 

tuntutan yang diungkapkan melalui redaksi yang tidak pasti, sehingga seseorang 

yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai 

hukuman. Akibat dari tuntutan seperti itu juga disebut karahah, dan perbuatannya 

yang dituntut untuk ditinggalkan itu disebut dengan makruh. 

5. Tahrim (انتحشيى) 

Yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan 

yang pasti. Akibat dari tuntutan itu disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut itu 

disebut dengan haram. 

 

2. Wali Nikah Perspektif Maz\hab Syafii 

a. Wali Nikah 

نَ 
َ
لَأ َٔ ْ ََِفََِشرطَال اُ َٓ ََِّاىعَْلَدَلَايصَحَكاخِ ِ ب

اَََوَىيَْسَََإلَِاّ َٓ نََْل
َ
ََباِىعَْلدَثِفردَأ اَعَََ َٓ ,َجَفْصِ

اَأذنَوَإنَِْ َٓ َ اَل َٓ أءَوَلِ وْدُيةَشَريففَة,َنَبيَِةَاوَََْصَغِيَةَكَُتََش
َ
وَْ,َأ

َ
176  خيباَبكِْرأ
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“Wali merupakan syarat dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah 

bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, 

baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.” 

b. Tidak ada pernikahan tanpa wali dalam kitab al-Umm Imam Syafii 

Allah Tabaraka wa Ta‟ala berfirman: 

                      ..... 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya. (QS. Al-Baqarah ayat 232). 

Allah azza wa Jalla berfirman: 

      ....   

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita... (QS. An-Nisa‟ 

ayat 34). 

Allah berfirman mengenai wanita-wanita budak: 

          

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka...(QS. An-Nisa‟ 

ayat 25).  

 Didakwakan oleh sebagian ahli ilmu al-Qur‟an, bahwa Muaqqal bin 

Yassar mengawinkan saudaranya yang perempuan dengan anak pamannya yang 

laki-laki. Lalu suami itu menceraikan isterinya. Kemudian, dikehendaki oleh 

suami dan dikehendaki oleh isteri untuk kawin kembali, sesudah berlalu 

iddahnya. Maka Muaqqal tidak setuju dan ia berkata : “Saya sudah 

mengawinkan engkau dan saya mengutamakan engkau dari orang lain. Lalu 



engkau menceraikannya. Maka saya tidak akan mengawinkan engkau lagi 

dengan dia untuk selama-lamanya”. Maka turunlah : “Dan apabila kamu”, 

yakni : para suami, menceraikan perempuan dan kemudian sampai waktunya 

(iddahnya), yakni : maka berlalu waktunya, yakni : iddahnya. Maka janganlah 

dihalangi, yakni : oleh wali perempuan itu, kawin dengan suaminya yang lama, 

kalau mereka sudah menceraikannya dan tiada mereka memutuskan 

percerainnya itu. Dan apa yang menyerupai makna yang mereka meutuskan 

perceraian itu. Dan apa yang menyerupai makna yang mereka katakan dari ini, 

dengan yang mereka katakan. Saya tiada mengetahui akan ayat yang 

memungkinkan yang lain. Karena sesungguhnya diperintahkan, bahwa tidak 

dihalangi wanita itu oleh orang yang memperoleh sebab kepada menghalangi, 

dengan bahwa sempurna perkawinan perempuan itu dengan wali. Suami, 

apabila ia telah menceraikan isterinya, maka berlalu iddahnya, niscaya tiada 

jalan bagi suami itu kepada bekas isterinya. Lalu wali wanita itu 

menghalanginya . dan kalau belum berlalu iddahnya, kadang-kadang haram 

kepada wanita itu utnuk kawin dengan orang lain. Dan wali itu tiada 

menghalangi wanita tersebut dari dirinya. Dan ini lebih jelas apa yang ada 

dalam al-Quran, bahwa bagi wali bersama wanita itu pada dirinya ada hak. 

Bahwa harus atas wali tidak menghalangi wanita itu, apabila ia telah 

menyetujui untuk kawin dengan yang baik.
177

 

 Datanglah Sunnah dengan yang seperti makna Kitab Allah „Azza wa 

Jalla. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim, Sa‟id dan Abdul-majid dari Ibnu 

Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Stihab, dari „Urwah bin Az-Zubair, 
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dari Aisyah r.a. bahwa Rasululllah bersabda : “wanita mana pun yang kawin 

dengan tiada izin walinya, maka perkawinan itu batal. Maka perkawinan itu 

batal. Maka perkawinan itu batal. Maka kalau lelaki itu sudah menyetubuhinya, 

niscaya bagi wanita tersebut berhak mas kawin, dengan yang diterima 

kehalalan oleh lelaki itu dari farjinya”.
178

 

Sebagian mereka mengatakan pada hadis itu : “Maka kalau mereka 

bertengkar”. Kata yang lain dari mereka itu : “kalau mereka itu berselisih, maka 

sultan (penguasa) itu menjadi wali orang yang tiada mempunyai wali”. 

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Sa‟id dari Ibnu Juraij, yang 

mengatakan : “Dikabarkan kepada saya oleh „Akramah bin Khalid, yang 

mengatakan : “Berkumpul pada jalan orang-orang yang berkendaraan. Pada 

mereka itu ada seorang wanita yang sudah tidak gadis lagi. Lalu ia meng-

walikan seorang laki-laki dari mereka itu akan urusannya. Maka laki-laki 

tersebut mengawinkan wanita tadi dengan seorang laki-laki. Maka Umar bin 

Khattab r.a menghukum dengan pukulan, yang kawin itu dan menolak 

perkawinannya”.
179

 

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu „Uyainah dari „Amr bin Dinar, dari 

Abdurrahammn bin Muabbad bin Umair, bahwa Umar r.a. menolak perkawinan 

wanita, yang kawin dengan tidak ada wali.  

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdul-majid dari Ibnu Juraij 

yang mengatakan :”Amr bin Dinar berkata : “Dikawinkan seorang wanita dari 

Bani Bakar bin Kinanah, yang dipanggil namanya : Binti Abi Tsammamah 

Umar bin Abdullah bin Mudlarras. Lalu ditulsi surat oleh Alqamah bin 
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Alqamah Al-„Atwari kepada Umar bin Abdul Aziz dan beliau itu di Madinah : 

“Bahwa walinya wanita itu. Dan dia itu kawin, dengan tiada urusan saya. 

Wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada 

perkawinan bagi wanita tersebut. Karena Nabi s.a.w. bersabda : “maka 

nikahnya itu batal”. Kalau sudah disetubuhinya, maka bagi wanita itu mas 

kawin yang layak sepertinya, dengan sebab disetubuhinya, menurut yang 

ditetapkan oleh Nabi Saw. Bagi wanita dengan sebab persetubuhan itu. Ini 

menunjukkan bahwa mas kawin itu wajib dengan persetubuhan pada setiap 

perkawinan yang batal. Dan bahwa suami itu tiada meminta kembali mas kawin 

kepada orang yang menipunya. Karena apabila ada mas kawin itu bagi wanita 

dan wanita itu telah menipu dari dirinya sendiri, maka tidak boleh bagi suami 

meminta kembali atas wanita tersebut. Dan mas kawin itu untuk isterinya. Dan 

suami, kalau ia meminta kembali, maka adalah yang menipu suami itu dari 

isteri, yang batal perkawinan itu dari isteri. Dan tidaklah suami meminta 

kembali untuk selama-lamanya mas kawin itu kepada orang yang menipunya, 

isterinyakah yang menipu itu atau bukan, apabila ia telah mentubuhi 

isterinya.
180

 

Pada ini menunjukkan, bahwa atas penguasa, apabila mereka itu 

bertengkar, supaya memperhatikan. Kalau wali itu yang menghalanfi maka 

penguasa menyuruhnya dengan mengawinkan. Kalau wali itu sudah 

mengawinkan, maka wali itu telah menunaikan hak kewajibannya. Dan kalau ia 

tidak mengawinkannya, maka hak kebenaran yang dicegahnya. Dan atas 

penguasa mengawinkan atau mewakilkan kepada wali yang lain. Lalu 
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mengawinkan. Dan wali itu menjadi orang maksiat dengan menghalangi 

perkawinan itu. Karena firman Allah „Azza wa Jalla :  “Maka janganlah 

dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama” (QS. Al-Baqarah 

ayat 232. 

Kalau wali itu menyebutkan sesuatu, maka diperhatikan padanya itu oleh 

penguasa. Maka kalau dilihatnya wanita itu membawa ke sekufu (sebanding, 

maka tidak boleh bagi penguasa melarang kawin wanita tersebut. Walaupun 

wanita itu dibawa oleh walinya kepada yang lebih baik dari laki-laki tersebut. 

Dan kalau wanita membawa kepada tidak sekufu, maka tidaklah bagi penguasa 

itu mengawinkannya. Dan wali tidak setuju dengan lelaki itu. Sesungguhnya 

penghalangan, ialah bahwa dibawa oleh wanita itu kepada laki-laki yang 

sepertinya atau yang lebih daripadanya. Lalu wali itu tidak mau.
181

 

 

c. Urutan Wali 

Seseorang yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak 

ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari 

saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila 

semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.
182

 

Imam Syafi‟i berkata:
183

Allah Tabaraka wa Ta‟ala berfirman, “Apabila 

kamu menceraikan istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah 

kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya,,,” 

Hingga firman-Nya “…dengan cara yang makruf.” (QS. Al-Baqarah (2) : 
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232).
184

 Allah Azza wa Jalla berfirman pula, “Laki-laki adalah pemimpin bagi 

kaum wanita.” (QS. An-Nisa‟ (4) : 34).
185

 Allah berfirman pula tentang budak-

budak wanita, “Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka.” (QS. An-

Nisa‟ (4) :25).
186

 

Imam Syafi‟i berkata: telah disebutkan dalama Sunnah keterangan yang 

semakna dengan kitabullah:  

َابََعََمٔس،َبََشييٍانَعََجريفج،َابََعََوعبدالمجيد،َوشعيدَمصيًَأخبرُا"
َم.صَاللَرشٔلَأن/ََعِٓاَثعلَاللَرضىَعائشةَعََالزبي،َبََعروةَعََشٓاب،

ََكال ا/ ٍَ ةٍََاحَُّ
َ
اَإذِْنََِبغَِيََُِْكََدَتََْامْرَأ َٓ اَوَلِ  َٓ اَباَطِوٌََفَِكَِخُ َٓ اَباَطِوٌََفَِكَِخُ َٓ َفَِكَِخُ

اَباَطِوٌَ َٓ دَاقََُفَيَ اَالصْ  ٍَ ِ ََب َََْاشْجَدَو  اٌَِ َٓ  .فَرجِْ

“Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka 

nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan 

mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada 

kemaluannya.
187  

Diriwayatkan pula dari Juraij, ia berkata,”Ikrimah bin Khalid telah 

mengabarkan kepadaku, ia berkata, „Aku pernah berjalan bersama suatu 

rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka wanita 

ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki diantara rombongan 

tadi. Lalu laki-laki yang diserahi urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan 

laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khaththab mendera 

laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya. 
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Menurut Abdul Mun‟im
188

, Wali seorang wanita adalah orang yang 

mengurus dan mengatur urusan dan kepentingannya. Tidak sah nikah seorang 

wanita tanpa izin dari walinya. Jika ia menikah tanpa izin walinya maka 

nikahnya batil. 

Dasarnya adalah hadis\ Ummul Mukminin „Aisyah ra, bahwasannya 

Rasulullah SAW bersabda : 

ا ٍَ ةٍََاحَُّ
َ
اَإذِْنََِبغَِيََُِْكََدَتََْامْرَأ َٓ اَوَلِ  َٓ اَاطِوٌ،بَََفَِكَِخُ َٓ اَباَطِوٌ،َفَِكَِخُ َٓ َ،َباَطِوٌََفَِكَِخُ

اَدَخَوَََفَإنَِْ َٓ ِ اَب َٓ رََُفَيَ ْٓ ٍَ ْ اَال ٍَ ِ َََْاشْجَدَو ََب ا،ٌَِ َٓ يطَْانََُفَاَاشْجَجَرُوْاَفَإنََِِفَرجِْ َََْوَلََُِّلصُّ ٌََ
 .لَهََُوَلَِ َلاََ

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batil, 

nikahnya batil, nikahnya batil. Jika sudah bercampur dengannya maka mahar 

adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah pihak 

berselisih maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak 

mempunyai wali.”
189

 

Diriwayatkan dari Abu Musa Al- Asy‟ari ra, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda : 

190  
 “Dari Ibnu Abbas telah berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak 

sah nikah tanpa wali”. 

Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab ra, ia berkata:“Seorang 

wanita tidak boleh dinikahi tanpa izin walinya atau orang terpandang dari 

kalangan keluarganya atau sultan (penguasa).”
191
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata :“Seorang wanita tidak 

boleh menikahkan wanita lainnya dan seorang wanita tidak boleh menikahkan 

dirinya sendiri. Karena wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri 

tanpa izin dari walinya.”
192

 

Diriwayatkan dari Muahmmad bin Sirrin, ia berkata :“Seorang wanita 

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Para ulama mengatakan: Wanita 

pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”
193

 

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: 

“jumhur ulama mengatakan nikah tanpa wali adalah batil. Harus diberi 

sanksi atas siapa saja yang melakukannya. Mengikuti petunjuk Umar bin 

Khaththab rad an juga mažhab Imam Asy-Syafi‟i dan lainnya. Bahkan sebagian 

ulama menegakkan hukum had dengan rajam atau selainnya atas pelakunya.
194

 

Meskipun hadis\ yang menyatakan keharusan adanya wali itu tidak 

disepakati keshahihannya, namun mažhab Syafii tetap mensyaratkan wali 

sebagai rukun nikah demi kehati-hatian menjaga kehormatan kemaluan serta 

melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan dari pihak lain terhadap 

kenyamanan hubungan pernikahan.
195

  

Melihat dari dalil-dalil yang diungkapkan Mažhab Syafii, maka wali 

nikah merupakan rukun pernikahan yang mutlak harus ada dalam prosesi 
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pernikahan. Bilamana terdapat suatu proses pernikahan tanpa wali, maka bisa 

dipastikan pernikahan tersebut batal secara syariat. 

 

3. Argumentasi Wali Nikah Perspektif Maz\hab Syafi’i 

 

Maz\hab Syafii, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar 

ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna ad-Dimsyiqi asy-Syafi‟i dalam kitabnya 

Kifayatul al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar, menjelaskan bahwa “wali adalah 

salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”
196

 

Di dalam buku Ringkasan Kitab al-Umm tertulis, Imam Syafii berkata: 

Allah Tabaraka wa Ta‟ala berfirman, “Apabila kamu menceraiakan istri-istri 

kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) 

mengahalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya..” Hingga firman-

Nya “...dengan cara yang makruf.” (Q.S al-Baqarah (2): 232).
197

 Allah Azza wa 

Jalla berfirman pula, “Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (Q.S An-

Nisa‟ (4): 34) Allah berfirman pula tentang budak-budak wanita, “Kawinilah 

mereka dengan seizin majikan mereka.” (Q.S An-Nisa‟ (4): 25).
198

 

Dasar wali yang digunakan dalam Mažhab Syafii sebagai berikut, Al-

Qur;an surat al-Baqarah ayat 232, 

         .... 

Artinya: “...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya...”
199
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           Ayat di atas, diturukan kepada Mu‟qil ibn Yasar ketika menolak untuk 

menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Demikian pula 

tulisan As-Son‟ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 

Mu‟qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak 

raj‟i oleh suaminya. Menuurut Imam Syafii ayat ini jelas sekali menunjukkan status 

wali sebagai hal yang wajib dalam  pernikahan. Karena jika diperbolehkan nikah 

tanpa wali, maka seharusnya tidak perlu ada ayat yang menjelaskan wali untuk 

tidak menghalangi pernikahan anaknya.
200

 

Di dalam buku Ringkasan kitab al-Umm, Imam Syafii berkata:
201

 Telah 

disebutkan pula dalam Sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah: 

َابََعََمٔس،َبََشييٍانَعََجريفج،َابََعََوعبدالمجيد،َوشعيدَمصيًَأخبرُا" 
َكالَم.صَاللَرشٔلَأن/ََعِٓاَثعلَاللَرضىَعائشةَعََالزبي،َبََعروةَعََشٓاب،

ا / ٍَ ةٍََاحَُّ
َ
اَإذِْنََِبغَِيََُِْكََدَتََْامْرأَ َٓ اَوَلُِّ َٓ َِكَخُ اَباَطِوٌََذَ َٓ َِكَخُ اَباَطِوٌََذَ َٓ َِكَخُ اَباَطِوٌََذَ َٓ َفَيَ

دَاقَُ ََِالص  اب ٍَََ َََْاشْجَدَو  اٌَِ َٓ َ.َفَرجِْ

Artinya: Telah mengabarkan Muslim dan Sa‟id dan Abdul Majid, dari Ibnu 

Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari „Urwah bin 

Zubair, dari „Aisyag R.A: sesungguhnya Rasulullah Saw. telah 

bersabda: “Siapa saja di antara wanita yang nikah tanpa izin walinya, 

maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu 

berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah 

dihalalkan daripada kemaluannya.”
202

 

 

Hadiš yang diriwatkan Ibnu Hibban: 
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َباَطِوٌَ)رواهَابََ َٔ ُٓ َُكَِحَِدَيَِْذَلمََِذَ َْ اَكَنٌََِ ٌَ ِْدَيَْعَدْلٍَوَ َشَا ٍ
ل  َٔ ِ َب

ُكَِحََالَِاّ
َخبان(

Artinya: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil 

dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil. “ (H.R 

Ibnu Hibban) 

Hadiš  yang diriwayatkan Ibnu Majjah: 

ةَلَاثزوج
َ
رْأ ٍَ ةَال

َ
رْأ ٍَ اَوَلَاال َٓ  جَفْصَ

Artinya: “wanita tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri”.
203

  

Diriwayatkan pula dari Juraji, ia berkata, “ikrimah bin Khalid telah 

mengabarkan kepadaku, ia berkata, “Aku pernah berjalan bersama suatu 

rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka wanita ini 

menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki di antara rombongan tadi. 

Lalu laki-laki yang diserahi urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan laki-

laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khaththab mendera laki-

laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya‟.”
204

 

Meskipun hadits yang menyatakan keharusan adanya wali itu tidak 

disepakati kes}ahihannya, namun Mažhab Syafii tetap mensyaratkan wali sebagai 

rukun nikah demi kehati-hatian menjaga kehormatan kemaluan serta melindungi 

pernikahan dari gugatan dan gangguan dari pihak lain terhadap kenyamanan 

hubungan pernikahan.
205

 

C. Perbandingan pendapat Mažhab Hanafi dengan Mažhab Syafi’i Tentang Hukum 

Wali dalam Pernikahan 
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Setelah peneliti melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang telah peneliti 

temukan, kemudian mencermati dan membandingkan pendapat dari kedua Imam 

mažhab, yaitu pendapat Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi‟i maka peneliti menjumpai 

persamaan dan perbedaan yang mendasar di antara keduanya, sebagai berikut: 

No. 

Analisis Perbandingan Hukum Wali dalam Pernikahan 

Variabel Pendapat Mažhab Hanafi Pendapat Mažhab Syafi’i Ket. 

1 Wali 

dalam 

Rukun 

Nikah 

Wali bukan merupakan 

rukun dalam suatu 

pernikahan 

Wali merupakan rukun 

dalam suatu pernikahan 

Berbeda 

2 Pernikah

an anak 

kecil 

yang 

belum 

baligh 

Pernikahan yang dilakukan 

oleh seorang anak kecil 

yang belum baligh, baik 

berakal sehat maupun tidak, 

diwajibkan adanya wali 

dalam pernikahan 

Bagi mempelai pengantin 

wanita yang masih kecil, 

belum baligh, maka wali 

merupakan rukun dalam 

pernikahan. 

Sama 

3 Pernikah

an 

perempu

an 

dewasa 

yang 

sudah 

baligh 

Pernikahan yang dilakukan 

oleh perempuan dewasa, 

yang sudah baligh, berakal 

sehat baik masih gadis 

maupun sudah janda, maka 

diperbolehkan untuk 

menikahkan dirinya sendiri 

tanpa harus melalui wali 

Bagi mempelai pengantin 

wanita yang sudah dewasa, 

baligh, berakal sehat , 

maka wali merupakan 

rukun dalam pernikahan. 

Berbeda 

4 Urutan 

wali 

nikah 

Adapun urutan wali adalah 

sebagai berikut : anak laki-

laki wanita yang akan 

menikah itu, jika dia 

memang punya anak, 

sekalipun hasil zina. 

Kemudian berturut-turut: 

cucu laki-laki (dari pihak 

anak laki-laki), ayah, kakek 

dari pihak ayah, saudara 

kandung, saudara laki-laki 

seayah, anak saudara laki-

Adapun yang lebih berhak 

menjadi wali adalah ayah, 

kakek dari pihak ayah, 

saudara laki-laki kandung, 

saudara laki-laki seayah, 

anak laki-laki dari saudara 

laki-laki, paman (saudara 

ayah), anak paman, dan 

seterusnya, dan bila 

semuanya itu tidak ada, 

perwalian beralih ke 

tangan hakim 

Berbeda 



laki sekandung, anak 

saudara laki-laki seayah, 

paman (saudara ayah), anak 

paman dan seterusnya 

 

Dari klasifikasi variabel persamaan dan perbedaan tabel di atas, dapat 

diketahui vahwa terdapat 4 (empat) poin variabel yang di temukan oleh peneliti. Dari 

empat (empat) variabel tersebut, terdapat satu variabel persamaan yaitu tentang 

kewajiban adanya wali dalam pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil yang 

belum baligh, dan 3 (tiga) variabel perbedaan. 

Variabel persamaan dalam tabel di atas, adalah terkait dengan hukum 

kewajiban adanya wali dalam pernikahan perempuan yang masih belum baligh, hal 

ini dikarenakan bagi perempuan yang masih belum baligh, maka wali bertindak 

sebagai seorang yang mewakili perempuan yang masih belum baligh, karena 

dianggap masih belum cakap dalam melakukan akad nikah. 

Adapun mengenai variabel perbedaan yang berjumlah tiga (tiga) dalam tabel 

di atas, setelah peneliti melakukan pengkajian yang lebih mendalam, maka peneliti 

menemukan bahwa sebab dominasi perbedaan antara pandangan maz\hab Hanafi dan 

maz\hab Syafi‟i tentang hukum wali dalam pernikahan adalah karena: 

Perbedaan dalam hal menafsirkan baik itu yang terdapat dalam nas}s} Al-

Qur‟an, maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. seperti perbedaan penafsiran kedua 

maz\hab di atas, terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232, yang artinya : 

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya.
206
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Dalam hal ini, maz\hab Hanafi menafsirkan ayat di atas, sebagai sebuah 

petunjuk nas}s}, bahwa sebagai wali, maka tidak diperkenankan untuk menghalang-

halangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Akan tetapi maz\hab Syafi‟i 

dalam hal ini pula, menafsirkan bahwa ayat di atas, ditujukan kepada selain suami 

yang sebelumnya. Karena apabila telah selesai iddahnya, maka suami yang pertama 

sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap mantan istrinya. Kemudian perempuan 

tersebut menjadi janda, dan apabila ingin menikah dengan calon suaminya, maka 

para wali dilarang untuk menghalangi mereka untuk menikah lagi. 

Dari perbedaan hal yang mendasar di atas, terdapat adanya kemungkinkan 

terjadinya dominasi perbedaan antara pandangan maz\hab Hanafi dan maz\hab Syafi‟i 

dalam menyikapi hukum wali dalam pernikahan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

D. Penyebab Perbedaan Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi’i Tentang Hukum Wali 

dalam Pernikahan 

 

Perbedaan antara maz\hab Hanafi dan maz\hab Syafii dalam memandang hukum 

wali dalam pernikahan ialah : 

1. Perbedaan Penafsiran dan Pemahaman Tentang Nas}s} Wali Pernikahan.  
 

Pertama, penafsiran dan pemahaman tentang nas}s} al-Quran. Di antaranya QS. Al 

Baqarah, ayat 232 : 

...                      ..   

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang ma'ruf.
207

  

 

Mazhab Hanafi menafsirkan dan memahami ayat di atas, adalah merupakan 

sebuah petunjuk nas}s}, bahwa sebagai wali tidak diperkenankan untuk menghalangi 

wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa 

wanita yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya 

dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita tersebut masih gadis 

maupun sudah janda.
208

 Kemudian pendapat maz\hab Hanafi diperkuat dengan 

hadis\ yang menyatakan ‚janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya‛. 

Maksud kata “janda” pada hadis\ di atas menurut Mažhab Hanafi adalah seorang 

wanita yang tidak memiliki suami baik masih perawan atau sudah janda. Dengan 
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demikian ia berhak melakukan akad nikah berdasarkan kehendaknya sendiri.
209

 

Dari hadis\ di atas, telah jelas memberikan gambaran tentang posisi seorang janda 

dalam menentukan pilihan terkait dengan siapa dia akan menikah. Dalam hal ini, 

peran wali seolah-olah digantikan oleh wanita itu sendiri. Karena seorang janda 

maupun gadis lebih berhak menentukan apa yang menjadi pilihannya sendiri. 

Sementara itu, Mažhab Syafiiyah menafsirkan dan memahami Al-Qur‟an 

surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi: 

         .... 

Artinya: “...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya...”
210

 

 Menurut mzhab Syafii, asbab al-nuzul  ayat di atas ialah diturukan ketika 

sahabat Mu‟qil ibn Yasar menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang 

ditalak oleh suaminya. Demikian pula tulisan As-Son‟ani menjelaskan bahwa ayat 

ini diturunkan berkenaan dengan Mu‟qil ibn Yasar yang menolak menikahkan 

saudara perempuannya yang ditalak raj‟i oleh suaminya. Menuurut Mazhab Syafii 

ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam  

pernikahan. Karena jika diperbolehkan nikah tanpa wali, maka seharusnya tidak 

perlu ada ayat yang menjelaskan wali untuk tidak menghalangi pernikahan 

anaknya.
211

 

Selanjutnya perbedaan penafsiran dan pemahaman ayat al-Quran surat al-

Baqarah ayat 234: 
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  . )234 اللرة: (    

 

 

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 
isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 
empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka 
tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
(QS. A-Baqarah ayat 234). 

 

Mazhab Hanafi dalam menafsirkan dan memahaminya bahwa ayat ini 

bermaksud menyerahkan keputusan nikah kepada si janda itu sendiri dan wali tidak 

mempunyai wewenang. Sementara mazhab Syafii menafsirkan ayat tersebut bahwa 

Maksud: “  ”bukan berarti “tidak berhak menikahkan”, tetapi berarti 

“tidak boleh mencegahnya menikah”. Jadi ayat ini tidak menunjukkan boleh nikah 

tanpa wali atau saksi.
 212 

Kedua, perbedaan dalam memahami hadis\ Nabi Muhammad Saw. di 

antaranya hadis\ yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: 

َابََعََمٔس،َبََشييٍانَعََجريفج،َابََعََوعبدالمجيد،َوشعيدَمصيًَأخبرُا"
َكالَم.صَاللَرشٔلَأن/ََعِٓاَثعلَاللَرضىَعائشةَعََالزبي،َبََعروةَعََشٓاب،

َ ا/ ةٍََأيٍُّ
َ
اَُكََدَتََْامْرَأ َٓ اَاذِْنََِبغَِيََِْجَفْصَ َٓ اَول  َٓ اَباَطِوٌََفَِكَِخُ َٓ َفَِكِخُٓاَباطِوٌََفَِكِخُ

213   "باَطِوٌَ
 

Artinya: Telah mengabarkan Muslim dan Sa‟id dan Abdul Majid, dari Ibnu Juraij, 

dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari „Urwah bin Zubair, dari 

„Aisyag R.A: sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: 
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(Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal), 

 

Menurut Mazhab Hanafi, hadis\ di atas tidak bisa dijadikan dasar tidak 

sahnya akad nikah seorang perempuan tanpa seizin walinya, karena dianggap hadis\ 

dhoif dan wanita yang dimaksud dalam hadits di atas bukanlah wanita yang sudah 

mukallaf, tetapi anak kecil, gila atau tidak kafaah dengan calon suaminya. Dan 

karena sahabat Ibnu Juraij pernah bertanya kepada sahabat Zuhri, dan sahabat 

Zuhri ingkar atau tidak tahu hadits tersebut. Adapun pertimbangan lain, adalah 

Sayyidah „Aisyah r.a. pernah menikahkan anak saudaranya (Abdurrahman) dengan 

Mundzir bin Zubair. Adapun yang dilakukan sayyidah „Aisyah tersebut dianggap 

menasakh (menganti hukum) hadits di atas, karena hadits di atas juga diriwayatkan 

dari „Aisyah r.a. Di samping itu hadits di atas tidak menunjukkan keharusan adanya 

wali dalam nikah akan tetapi hanya menjelaskan bahwa nikah tanpa izin wali 

adalah batal. Sehingga jika ia nikah sendiri dengan seizin wali maka nikahnya 

sudah sah.
214

 

Sementara mazhab Syafii menganggap snggapan doif ini salah, karena 

Selain Zuhri dua perawi lagi yang sama-sama menerima hadis dari Urwah, yakni 

Hisyam bin Urwah dan Tsabit bin Qais. Selain itu, ada orang yang mengaku 

menerima hadis itu dari Zuhri, yakni: Sulaiman bin Musa, Muhammad Ibn Ishaq, 

Ja‟far bin Rabi‟ah dan al-Hajaj bin Artah.
215

  

Kemudian perbedaan memahami hadis Nabi Muhammad Saw. di bawah ini: 
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َِا ثَ َََُجَُِيوََُخَد  َََِبْ َصَ دََُخَدّثََِاَاىعَْجَكِِ،َالْْ  ٍ َََُمَُُ َََُِْشَامََُخَدّثََِاَ،اىعُْلَيْلِيََمَرْوَانَََبْ انَ،َبْ َََْخَص  َخَ

دَِ  ٍ َََِمَُُ ََََبْ ََْ شِييِف بِيََخَ
َ
رَيفْرَةَ،َأ َكَالَََُْ ََِرَشُٔلََُكَالََ/ ََ-َاللّ  ََُصَل  ََِّاللّ  ًَََعَيَيْ جََُلَاَ/َ"-َوَشَي  ةََُثزَُو 

َ
رْأ ٍَ ْ َال

ةَ،
َ
رْأ ٍَ ْ جََُوَلَاََال ةََُثزَُو 

َ
رْأ ٍَ ْ ا،َال َٓ جََُاى تََِهَََِالز اجيَِةَََفَإنَِ َجَفْصَ اَثزَُو  َٓ  216"جَفْصَ

Artinya: Telah menceritakan Jamil ibn Husain al-„Ataki, telah bercerita 

Muhammad ibn Marwan al-„Uqail, telah menceritakan Hisyam ibn 

Hassan, dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah berkata: telah 

bersabda Rasulullah Saw. : wanita tidak diperbolehkan menikah sendiri 

dan menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya wanita yang zina lah yang 

menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majjah). 

 

Mazhab Hanafi memahami hadis di atas bahwasannya memandang kata 

“ ٍََ ةال
َ
رْأ ” hadis ini wanita masih kecil (belum baligh).

217
 Sedangkan mazhab Syafii 

memandang kata “ة
َ
رْأ ٍَ  bukan hanya anak kecil, melainkan semua kategori ”ال

wanita.
218

  

Perbedaan selanjutnya mengenai hadis Nabi Muhammad Saw. yang 

berbunyi: 

َِا ثَ َََُوخَد  بِيََابْ
َ
رَ،َأ ٍَ ثََِاَخُ ذَاَشُفْيَانُ،َخَد  َٓ ِ َِادِ،َب شْ َوَكَالَََالِْْ /«َ ُِ خَقََُّال ي 

َ
اَأ َٓ َِفْصِ ِ َََْب ا،ٌَِ َٓ َوَالْهِْرََُوَلِ 

ايصََْ َٓ ذِجُ
ْ
اَجَأ َْ بُٔ

َ
ا،َفََِأ َٓ اَجَفْصِ َٓ اَوَإذِْجُ َٓ اتُ ٍَ  219«صُ

Artinya: Telah bercerita Ibn Abi „Umar, telah bercerita Usman, dengan sanad ini, dan 

bersabda Nabi Muhammad Saw: (wanita janda lebih berhak terhadap dirinya 

daripada walinya, dan wanita gadis yang perawan masih dalam kekuasaan 

ayahnya, dan izin darinya ditandai dengan diamnya. (HR. Imam Muslim).  
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Pada hadis di atas Mažhab Hanafi mamandang sah akad nikah tanpa wali secara 

mutlak,baik mengenai wanita janda maupun gadis.
220

 Sedangankan, Mažhab Syafi‟i 

mamandang untuk wanita yang gadis masih dalam kekuasaan walinya.
221

 

 

2. Perbedaan ‘Illat Hukum Tentang Status Wali Pernikahan 

 Maz\hab Hanafi berpendapat bahwa wali bukanlah rukun nikah. Maz\hab Hanafi 

mempunyai ‘illat (alasan) hukum dengan memandang wanita yang sudah mukallaf 

(baligh dan berakal sehat) ketika hendak menikah tidak wajib menghadirkan seorang 

wali. Bahkan wanita tersebut diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Karena 

wanita tersebut dipandang mampu melakukan kebijakan (tas}arruf) terhadap urusan 

pribadi maupun hartanya tanpa harus dicampuri oleh walinya. Meskipun demikian, 

tetap disunahkan bagi perempuan untuk mendatangkan wali dalam pernikahannya, 

supaya tidak dianggap keras kepala dan tidak tahu malu.
222

  

  

Mažhab Hanafiyah juga berpendirian kepada hadis\ Ummu Salamah yang 

diriwayatkan oleh Nasa‟i dan Ahmad : 

ََْ َ خَ
ُ
ةََ م أ ٍَ ا شَيَ َٓ ا اجَ   ٍ َ ايََْطُبَُ وشيً عييّ الل صلي الَبيَُّ بَعَحََ ل  : كَاىتََْ َٓ
خَدٌَ ىيَْسََ

َ
ََْ أ وَْ ٌ

َ
لَُ ذَلَالََ .شاْدًا لَائَْ أ ْٔ  : وشيً عييّ الل صلي الل رَشُ

خَدٌَ ىيَْسََ
َ
ََْ أ وَْ ٌ

َ
َ وَلاََ ْدٌَ شَا لَائم أ ٌِ  223لمََ ذََ يكَْرَهَُ غََئ

Artinya : Ummu Salamah meriwayatkan, tatkala Rosulullah meminangnya ia berkata: 

„Tidak seorangpun dari wali-waliku hadir. Maka sabda Rosulullah saw: 

„Tidak seorangpun dari walimu, yang hadir atau ghoib (musafir), menolak 

perkawinan kita. 
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Sementara itu, Maz\hab Syafii menganggap wali merupakan rukun dalam nikah, 

tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin 

walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, 

perawan maupun janda.
224

 Meskipun hadis\ yang menyatakan keharusan adanya wali itu 

tidak disepakati keshahihannya, namun mažhab Syafii tetap mensyaratkan wali sebagai 

rukun nikah karena mempunyai „illat (alasan) hukum dengan mewajibkan wali dalam 

pernikahan ialah untuk demi kehati-hatian menjaga kehormatan kemaluan serta 

melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan dari pihak lain terhadap kenyamanan 

hubungan pernikahan.
225

 

 

 

 

Melihat dari beberapa dalil di atas beserta perbedaan pandangan dari kedua 

mazhab tentang dalil status hukum wali nikah. Maka terdapat alasan-alasan tertentu 

menjadi penyebab perbedaan dalam menentukan status hukum wali dalam pernikahan. 

Seperti diketahui di atas, bahwa dalil-dalil yang digunakan kedua mazhab cenderung 

sama. Namun terdapat perbedaan maksud dan penafsiran dalam memahaminya. Melihat 

dalil yang diambil dari al-Quran misalnya. Baik mazhab Hanafi ataupun mazhab Syafii 

sama-sama mengambil dalil pada surat al-Baqarah ayat 232 yang mempunyai makna 

“maka janganlah kalian para wali menghalangi anak perempuanya untuk menikah”. 

Mazhab Hanafi memandang ayat tersebut sebagai dalil untuk seorang wanita apa 

bila ingin menikah wali tidak boleh menghalang-halangi. Hal ini bisa disumpulkan 
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bahwa wanita yang ingin menikah mempunyai wewenang atas dirinya sendiri. Tapi 

juga harus dalam batasan-batasan tertentu, yakni seorang wanita tersebut sudah 

mukallaf (baligh dan berakal sehat). Hal ini berbeda dengan mazhab Syafii tentunya. 

Mazhab Syafii justru melihat wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk 

menikah ini sebagai petunjuk. Bahwa wali ini memang harus ada dalam pernikahan. 

Karena kalau wali tidak perlu ada dalam pernikahan, mengapa ada ayat yang turun yang 

menjelaskan adanya wali untuk anak perempuannya. 

Perbedaan pemahaman penafsiran atas ayat ini sekiranya wajar terjadi di 

kalangan fuqaha. Hal ini menandakan betapa luas dan mempunyai gagasan ijtihad 

fuqaha ketika melihat suatu dalil dan menentukan sebuah hukum darinya. Karena 

memang seorang fuqaha yang ditakdirkan oleh Allah menjadi baik. Maka akan 

dikaruniai pemahaman yang lebih tentang agama. Hal ini lah yang menunjukkan betapa 

luas pemahan kedua mazhab tersebut dalam memahami agama melalui dalil-dalil al-

Quran dan al-Sunnah. 

Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum 

wali dalam pernikahan memungkinkan pendapat mazhab Syafii lebih kuat. Hal ini 

berdasarkan mayoritas ulama mazhab atau jumhur ulama berpendapat hal yang sama 

dengan mazhab Syafii. Bahwasanya pernikahan harus di adakan dengan wali. Hanya 

mazhab Hanafi yang membolehkan pernikahan tanpa harus adanya wali. Pendapat 

jumhur ulama mazhab ini terdapat dalam kitab al-fiqh al-hanafi tsaubat al-jadidi: 

226ةخطٔبالمَلو  
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ةََشترَُي وَاجَخَلْدََِلصَِد  ِْدَََالز  اءََِاكَْثََََعِ َٓ نََْاىْفُلَ
َ
خْطُٔبَة،َوَلََِّيجٔلاهَّأ ٍَ ْ ِْدَََيصََحََّفَلَََال َعِ

رَِ ْٔ ُٓ اءَِاىعُْيَََجُُْ نٍَََْ
َ
ةَثجٔلىَأ

َ
رْأ ٍَ ْ َِفْصِٓاَال ِ وَاجَخَلْدَب اءََِخِلَفاًََالز  َٓ َِف،َىفُِلَ خْ

َ ِْ َاجِْزُواَذَلَدََْا
ة
َ
رْأ ٍَ نََْليِْ

َ
جَأ اَجَفْصَّ،َثزُوِّ ٍَ اَاجِْزُواَنَ َٓ َ نََْل

َ
جَأ اَثزوِّ َْ اَباَىغَِةً،َكَُتَََْاذَِاَدَيِْ ٍَ نََّنَ

َ
اَأ َٓ َ نََِل

َ
َأ

َ اَفََِثُٔكّ  َٓ يِِ أَتشََاء،ٌََََََْثزَْوِ ََ َفَلََ/َ}َثعالَبلٔلهَواخججّ ُْ ْٔ نََْتَعْضُيُ
َ
ََََأ ِْهِدْ ََ َحَ ُٓ زْوَاجَ

َ
ََأ

ْٔاَإذَِا ًََْثرََاضَ ُٓ َِ عْرُوْفََِبيَْ ٍَ ْ  227{َباِل

Wali Wanita yang dikhitbah: 

  Disyaratkan untuk sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama‟ fiqh, untuk 

mewakilinya yaitu seorang wali dari wanita yang dikhitbah, maka tidak sah menurut 

mayoritas ulama‟ , seorang wanita mewakili dirinya sendiri dalam akad nikah, berbeda 

dengan ulama‟ fiqh mažhab Hanafi, maka mažhab Hanafi membolehkan bagi seorang 

perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana mereka membolehkan 

seorang perempuan untuk menikahkan perempuan lain jika dia sudah baligh, 

Sesungguhnya dia mempunyai hak / menjadi wali / mewakili pernikahan seseorang 

yang dia kehendaki. Mažhab Hanafi berhujjah / berargumen dengan Firman Allah : 

(Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf). 

 

Mayoritas ulama mazhab fiqh di atas mensyaratkan wali harus ada dalam akad 

nikah karena itu untuk sahnya suatu pernikahan. Hanya ulama fiqh mazhab Hanafi saja 

yang beda, yang membolehkan bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya 

sendiri ketika sudah baligh. Maka di sini pendapat mazhab Syafii dianggap lebih 

unggul dan kuat karena didukung mayoritas ulama fiqh mazhab yang lain (jumhur). 

Sedangkan mazhab Hanafi tidak ada yang mendukung mengenai dibolehkannya 

menikah tanpa adanya wali. Bahkan jumhur ulama yang mendukung mazhab Syafii 

tersebut tertulis di dalam kitab mazhab Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak 

langsung mazhab Hanafi mengganggap pendapat mazhab Syafii lebih unggul dan kuat 

karena didukung oleh jumhur ulama fiqih. 
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E. Hukum Wali Nikah Menurut Pandangan Maz\hab Hanafi Dan Maz\hab Syafi’i 

dalam Perspektif Maqa>s}id Syari>’ah 

 

Dalam kajian maqa>s}id syari>’ah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah 

sebagai Asy-Syari‟, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari 

pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang dilakukan oleh 

para Imam mažhab. Dalam hal ini dibutuhan kemampuan khusus untuk mengetahui 

maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia. 

Dalam tingkatan maqas}id d}aruriyyat meliputi Hifz} Ad-Din (Memelihara 

Agama), Hifz} An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifz} Al-‟Aql (Memelihara Akal), Hifz} An-

Nasb (Memelihara Keturunan), Hifz} Al-Maal (Memelihara Harta). Dalam tingkatan ini, 

apabila tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keberlangsungan umat manusia. 

Dalam konteks hukum wali dalam pernikahan, maqas}id d}aruriyyat, khususnya 

dalam hal hifdz An-Nasb (memelihara keturunan). Dalam hal memelihara keturunan, 

maka dalam suatu pernikahan diharuskan melibatkan peran wali yang berimplikasi pada 

dimasukkannya wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. 

Maz\hab Hanafi berpendapat bahwa dengan memberikan sedikit “kebebasan” 

bagi perempuan yang sudah dewasa, untuk diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri 

tanpa harus meminta pertimbangan walinya. Hal ini, dikarenakan perempuan yang 

sudah dewasa, dianggap mampu untuk menentukan sendiri terkait jodoh dan 

kehidupannya tanpa harus dicampuri oleh walinya. 

Dalam konteks maqas}id syari‟ah ini, maz\hab Hanafi lebih mempertimbangkan 

faktor kedewasaan sebagai penentu keputusan dalam kehidupan. Hal ini dibuktikan 

dengan pendapat Maz\hab Hanafi yang menyatakan bahwa dalam pernikahan anak yang 

masih belum baligh, maka tetap wajib menyertakan wali dalam pernikahan. 



Penulis memandang hal ini berbeda halnya dengan maz\hab Syafi‟i, yang lebih 

tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan dengan memasukkan wali ke dalam rukun 

pernikahan. Dalam kajian maqas}id syari‟ah, maz\hab Syafi‟i berpendapat bahwa peran 

wali sebagai wakil dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini di 

dasarkan pada pemikiran bahwa betapapun dewasanya seorang anak perempuan, masih 

tetap memerlukan wali sebagai wakil dalam akad nikah. Maz\hab Syafi‟i selain 

menyandarkan status wali dengan dalil-dalil di atas, namun juga berpedoman pada 

maqas}id syari‟ah yang hifz} nasl yaitu menjaga keturunan. Karena dengan 

diberlakukannya status wajibnya ada wali dalam pernikahan, akan terjada nasab yang 

jelas dari calon pengantin. Menurut analisis penulis, selain pertimbangan dalil dan 

maqas}id syari‟ah di atas, maz\hab Syafi‟i juga berpatokan pada suatu kemaslahatn 

bilamana menikah harus adanya seorang wali, karena penulis memandang pernikahan 

yang dihadiri oleh wali akan berlangsung langgeng dan aman. Di sini ialah terhindar 

dari pihak-pihak lain yang ingin menggugat akad pernikahan tersebut. Karena dengan 

adanya wali maka pernikahan tersebut ada yang mengayomi dan membentengi.
228

 

 

1. Maqas}id al-Khas}s}ah 

Sebagaimana diketahui di bab kedua bahwa maqas}id al-khas}s}ah merupakan 

‘illah dalm bab qiyas, yakni ide sentral yang bersifat riil, jelas maksudnya, 

memiliki batasan yang jelas, serta tidak dapat berubah kapan dan dimanapun. Jika 

definisi di atas menjadi bahan analisis untuk perihal wali nikah perspektif mazhab 

Hanafi dan mazhab Syafii. Maka penulis menganalisi ‘illah dari pendapat Hanafi 

yang memandang faktor usia, kedewasaan, dan baligh yang menjadi bersifat riil 
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menentukan seorang wanita boleh menikah tanpa adanya wali. Hal ini jelas 

maksudnya bahwa Hanafi menjadikan ukuran dewasa dan baligh seseorang karena 

dengan begitu seseorang sudah mampu mengurus segala sesuatu yang ada dalam 

dirinya, baik tubuh, jiwa maupun hartanya. Mazhab Hanafi, menurut penulis 

melihat dari teori maqas}id al-khas}s}ah ada batasan yang jelas meskipun nikah boleh 

tanpa wali, yaitu dengan batasan berlaku bagi seseorang wanita mukallaf, baligh 

dan calon suaminya sekufu dengannya. Jadi tidak asal wanita boleh menikah tanpa 

wali, namun ada batasan-batasan tertentu untuk seorang wanita menikah tanpa 

adanya wali. Hal ini senada dengan wali dalam pernikahan menurut pandangan 

maz\hab Hanafi bahwa wali tidak menjadi rukun dalam pernikahan, hanya berlaku 

bagi perempuan yang sudah mukallaf (baligh dan berakal sehat) baik janda 

maupun masih gadis.
229

 Tujuan khusus atau ‘Illah dari tidak masuknya wali dalam 

rukun nikah menurut Mazhab Hanafi adalah, karena memandang faktor mukallaf 

(berakal sehat dan baligh) sebagaimana mukallaf juga menjadi illat 

diperbolehkannya seseorang melakukan akad jual beli tanpa wali. Nikah tanpa 

wali ini mengacu pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 230: 

 (       )  

Bahwa subyek (fa’il) nikah pada ayat ini adalah calon isteri, bukan wali. 

Dan berdasarkan hadis\ yang menyatakan bahwa seorang wanita baik gadis atau 

janda dipersilahkan menentukan kebijakan sendiri, yang berbunyi: 
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َ ُِ اَاخََقََُّالَ ي  َٓ َِفْصِ ِ َََْب اٌَِ َٓ اَفََِتصُْجَاذَنََُوَالْهِْرََِوَلِ  َٓ اَجَفْصِ َٓ اَوَاذِْجُ َٓ اتُ ٍَ  (مصيًَرواه) صِ

Sementara Maz\hab Syafii mewajibkan adanya wali dalam pernikahan 

dengan ‘illah demi kehati-hatian dalam menjaga kehormatan kemaluan serta 

melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan orang lain terhadap 

kenyamanan hubungan pernikahan. wajibnya wali ini sebagaimana al-Quran surat 

al-Baqarah ayat 232 (        ) yang menjelaskan 

bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan puterinya. Dari ayat berarti wali 

memilki peran dalam menikahkan. Sebab jika tidak punya peran, maka Allah tidak 

perlu melarang wali untuk mengahalangi pernikahannya. Dan berdasarkan hadis\ 

yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Ibnu Majjah, dan Abu Daud. Maz\hab Syafii 

dalam menentukan wajib adanya wali dalam pernikahan, penulis menganalisis 

bahwa ‘illah yang terkandung di dalamnya ialah suatu kemaslahatan. Karena, 

pernikahan merupakan akad yang syakral dan khidmat, jadi mazhab Syafii 

mempunyai maksud supaya pernikahan bisa berjalan aman, tentram, damai dan 

langgeng tentunya. Pernikahan yang dihadiri oleh wali maka akan memiliki 

penasihat atau pelindung dari gangguan pihak lain, dan ini berlaku sampai kapan 

dan dimanapun.
230

 Jadi ada kemsalahatan yang jelas dibalik wajibnya maz\hab 

Syafii adanya wali dalam pernikahan. Maka hal ini (wali dalam nikah) menjadi 

sangat penting, dan wajib ada dalam pernikahan. Karena tujuan pernikahan ialah 

untuk mencapai sebuah keluarga yang aman dan damai. Yaitu  terhindar dari 

gangguan pihak lain. Serta terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.   

 

2. Maqas}id Juz’iyah 
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Maqas}id Juz’iyah sebagaimana dituliskan dalam bab kedua. Yaitu 

merupakan ide sentral maqas}id syariah tentang penjagaan kelestarian agama, jiwa, 

akal dan keturunan serta harta. Menurut penulis, maz\hab Hanafi tentang 

pandangan nikah tanpa wali dianalis dengan Maqas}id Juz’iyah. Maka penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa penjagaan kelestarian terhadap jiwa yang 

menjadi titik tekan maz\hab Hanafi mengenai pandangan boleh menikah tanpa 

wali. Penjagaan kelestarian terhadap jiwa (tubuh) seorang yang sudah dewasa, 

berakal sehat dan baligh, maka memang lebih baik memberikan kuasa sepenuhnya 

padanya dalam hal mengurus dirinya dan hartanya, termasuk dalam hal ini 

pernikahannya.
231

 Karena penjagaan jiwa seorang wanita yang sudah dewasa dan 

baligh akan lebih terarah ketika segera mungkin mendapatkan suami sebagai 

pengarah dalam hidupnya. Selama calon suami ia sekufu maka boleh menikah 

tanpa adanya wali. Maka penulis menyimpulkan penjagaan jiwa  seorang wanita 

yang sudah dewasa, berakal sehat dan baligh ini ialah segera menikah. Dengan 

mempunyai suami yang sekufu, jiwa dan harta dari wanita tersebut akan semakin 

terurus dengan baik. 

Hal ini berbeda dengan maz\hab Syafii. Penulis mencoba menganalisis bahwa 

wajibnya Syafii dalam menentukan harus adanya wali dalam pernikahan ialah 

untuk menambah jelas nasab atau keturunan si wanita. Dengan berlakunya harus 

adanya wali dalam pernikahan, maka akan semakin jelas nasab dan keturunan 

calon mempelai, khususnya calon mempelai perempuan dalam hal ini. Jadi bagi 

calon mempelai pria akan lebih tahu dan mengenal bagaimana nasab atau 
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keturunan calonnya ketika akan dinikahi jika walinya ada dalam pernikahan. 

Tentunya hal ini akan semakin menambah keyakinan seorang pria jika dia tahu 

dan paham akan wali perempuan yang akan dinikahinya. Dalam hal ini penulis 

menyimpulkan, dengan menambah jelas nasab atau keturunan ini yang menjadi 

tujuan dibalik berlakunya kewajiban hrus adanya wali dalam pernikahan. 

 
3. Maqas}id ‘Ammah 

Maqas}id ‘ammah merupakan ide sentral secara umum, seperti prinsip 

menegakkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta menolak kerusakan di dunia dan 

di akhirat. Ketika membahas maqas}id ‘ammah ini dan kaitannya dengan wali 

nikah perspektif maz\hab Hanafi dan Syafii, penulis mencoba menganalisinya. 

Pandangan maz\hab Hanafi yang menyatakan nikah tidak perlu adanya wali, ketika 

seorang wanita sudah dewasa, baligh, berkal sehat serta calon yang sekufu. Maka 

di sini penulis menganalisis ada kemaslahatan dan menolak kerusakan di dunia dan 

di akhirat yang ditimbulkan dari pandangan maz\hab Hanafi tentang tidak perlu 

adanya wali nikah. Wanita yang sudah dewasa, baligh dan berakal sehat ini 

biasanya mulai memasuki masa-masa pubertasi atau rasa senang kepada lawan 

jenis. Hal ini bila seorang wanita tersebut sedang berada jauh dengan wali, maka 

dengan maz\hab Hanafi boleh menikah tanpa harus adanya wali. Bilamana 

ditakutkan rasa suka dan mungkin nafsu kepada lawan jenis ini sudah tidak bisa 

dibendung lagi. Dengan jalan segera menikah maka akan tercipta kemaslahatan 

serta menolak kerusakan di dunia dan di akhirat kalau sampai terjadi perzinaan. 

Prinsip kemaslahatan yang lain adalah wanita tersebut bisa segera menikah dengan 

seorang yang sekufu, yang akan menjadi pembimbing dalam rumah tangganya. Ini 



juga sekaligus menjadi prinsip keadilan bagi wanita yang baik boleh menikah 

tanpa wali hanya dengan laki-laki yang baik juga. 

Maz\hab Syafii dengan pandanganya yang mewajibkan harus adanya wali 

dalam pernikahan. Jika ditinjau dari maqas}id ‘ammah, hal ini akan tercipta suatu 

kemaslahatan. Kemaslahatannya ialah pernikahannya akan terjaga dari gangguan 

pihak luar yang ingin menggugat, karena adanya wali sebagai pelindung dan juga 

penasihat pasangan suami istri ini.
232

 Dengan adanya wali dalam pernikahan akan 

menolak kerusakan di dunia, yaitu kerusakan tidak berjalannya peraturan 

pemerintah misalnya tentang kelengkapan berkas pencatatan pernikahan untuk 

arsip negara. Karena dengan wali akan lengkap berkas administrasi pernikahan 

yang akan dilakukan dalam sebuah aturan negara. Untuk kerusakan di akhirat 

tentunya dengan adanya wali dalam pernikahan akan terhindar. Karena wali akan 

selalu memberikan restu dan selalu berdoa untuk kedua pasangan suami istri 

tersebut bahagia di dunia dan di akhirat.  

Perbedaan status hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan 

mazhab Hanafi dan mazhab Syafii ini. Tentu memiliki dampak positif dan 

negatifnya baik wali nikah menurut mazhab Hanafi atau pun wali nikah pandangan 

mazhab Syafii.  Relevansinya tentu menarik jika melihat konteks di Negara 

Indonesia. Karena mayoritas di Indonesia ini banyak yang masyarakatnya bisa 

dibilang „hobi‟ merantau baik yang sudah berumah tangga atau belum, baik 

merantau di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Dengan tujuan yang berbeda, 
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ada yang bertujuan untuk mencari nafkah di perantauan, menimba ilmu dan 

pengalaman atau bahkan hanya untuk sekedar jalan-jalan menuruti hobi. 

Kebiasaan atau hobi „merantau‟ ini lah yang terkadang menimbulkan 

persoalan baru. Ketika harus jauh dari kampung halaman dan jauh dari orang tua. 

Terkadang mereka yang mencari nafkah atau menimba ilmu di tempat lain ini 

berjumpa dengan orang baru yang lawan jenis misalnya. 

Perjumpaan dan perkenalan dengan orang baru yang berlawanan jenis ini 

biasanya menimpulkan gejala-gejala rasa saling suka. Dengan nasib yang sama, 

tujuan yang sama dan tentu „rasa‟ yang sama. Yaitu rasa saling suka dan sudah 

saling memiliki hasrat. Di sini berada dalam kondisi yang jauh dari orang tua, 

namun memiliki rasa saling suka dan memiliki hasrat. Maka untuk mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan (zina) terjadi. Dengan pandangan mazhab Hanafi maka 

bisa dan boleh bagi kedua pasangan tersebut melangsungkan akad pernikahan tanpa 

harus adanya wali dari pihak perempuan. Maka ini bisa menjadi efek positif dari 

pandangan mazhab Hanafi tentang status hukum wali dalam pernikahan. Meskipun 

tentu ada efek negatifnya. Dengan menikah tanpa dihadiri wali tersebut akan bisa 

menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga. Bila mana lelaki yang dipilih 

perempuan tersebut tidak dirasa cocok dan kurang mampu beradaptasi di dalam 

keluarga pihak perempuan. Ketika mereka pulang ke rumah orang tua.  

Maka dari itu, peran wali tersebut, dinilai sangat penting, dalam akad nikah. 

Dikarenakan, dalam proses akad nikah tersebut, terkait ijab dan qabul memerlukan 

“campur tangan” wali sebagai wakil pihak perempuan, baik masih gadis maupun 

sudah janda, karena seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, ini 

dalam mazhab Syafii. Meskipun ada mazhab yang membolehkan menikah tanpa 



adanya wali. Namun sebaiknya sebagai seorang anak yang birr al-walidayn. 

Mendatangkan wali dalam pernikahannya merupakan salah satu bentuk berbaktinya 

seorang anak kepada orang tuanya.  Dengan ketentuan ini, rasanya memang lebih 

baik bila mana wali menjadi salah satu rukun pernikahan yang menentukan sah 

atau tidaknya suatu akad pernikahan. Karena dengan adanya wali dalam 

pernikahan. Bisa menjadi penasihat, pembimbing dan pelindung kedua pasangan 

yang menikah. Supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian ini penulis akan mencoba membuat tabel perbedaan penafsiran 

dalam memahami argumentasi-argumentasi yang digunakan dan „illat hukum dari 

kedua mazhab tersebut. Serta menyimpulkan maqâs}id syari‟ah dari perbedaan 

pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang wali dalam pernikahan: 

No Agumentasi Mažhab Hanafi Mažhab Syafi’i 

1 
        

     ) 234 اللرة: (    

Ayat ini bermaksud 

menyerahkan 

keputusan nikah 

kepada si janda itu 

sendiri dan wali tidak 

Maksud: 

“  ”

bukan berarti 

“tidak berhak 



 
 

mempunyai 

wewenang.
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menikahkan”, 

tetapi berarti 

“tidak boleh 

mencegahnya 

menikah”. Jadi 

ayat ini tidak 

menunjukkan 

boleh nikah tanpa 

wali atau saksi. 

2 

       

          

       ) 232:  اللرة (َ
َ

Imam Abu Hanifah 

menafsirkan ayat di 

atas, adalah 

merupakan sebuah 

petunjuk nas}s}, bahwa 
sebagai wali tidak 

diperkenankan untuk 

menghalangi wanita 

(anak 

perempuannya) 

untuk menikah. Hal 

inilah yang menjadi 

dasar bahwa wanita 

yang telah baligh dan 

berakal sehat, boleh 

memilih sendiri 

calon suaminya dan 

boleh pula 

melakukan akad 

nikah sendiri, baik 

wanita tersebut 

masih gadis maupun 

sudah janda.
234

 

Menuurut Imam 

Syafii ayat ini 

jelas sekali 

menunjukkan 

status wali sebagai 

hal yang wajib 

dalam  

pernikahan. 

Karena jika 

diperbolehkan 

nikah tanpa wali, 

maka seharusnya 

tidak perlu ada 

ayat yang 

menjelaskan wali 

untuk tidak 

menghalangi 

pernikahan 

anaknya.
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3 
ا ٍَ ةٍََاحَُّ

َ
اَإذِْنََِبغَِيََُِْكََدَتََْامْرأَ َٓ َوَلِ 
ا َٓ 236باَطِوٌََفَِكَِخُ

 

Mažhab Hanafi 

memandang hadis\ ini 

d}oif  karena status 

perawi Aj-Juhri 

ketika ditanya 

masalah itu, ia 

menjawab tidak 

tahu.
237

 

Anggapan doif ini 

salah, karena: 

1. Selain Zuhri 

dua perawi lagi 

yang sama-

sama menerima 

hadis dari 

Urwah, yakni 
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Hisyam bin 

Urwah dan 

Tsabit bin Qais. 

Selain itu, ada 

orang yang 

mengaku 

menerima hadis 

itu dari Zuhri, 

yakni: Sulaiman 

bin Musa, 

Muhammad Ibn 

Ishaq, Ja‟far bin 

Rabi‟ah dan al-

Hajaj bin 

Artah.
238

  

4 
ةََُجَُوَ زََثَُلَاَ

َ
رْأ ٍَ ةَََال

َ
رْأ ٍَ َجَُوَ زََلَاثََُوَََ،ال

ةَُ
َ
رْأ ٍَ اَال َٓ 239جَفْصَ  

Mažhab Hanafi 

memandang kata 

“ ” hadis ini 

wanita masih kecil 

(belum baligh).
240

 

Mažhab Syafi‟i 

kata “ ” bukan 

hanya anak kecil, 

melainkan semua 

kategori wanita.
241

  

5 

َاََ ُِ اَاخََقََُّل ي  َٓ َِفْصِ ِ َََْب اٌَِ َٓ َوَلِ 
اَفََِتصُْجَاذَنََُوَالْهِْرَِ َٓ اَجَفْصِ َٓ َوَاذِْجُ

ا َٓ اتُ ٍَ 242صِ  

Mažhab Hanafi 

mamandang sah akad 

nikah tanpa wali 

secara mutlak,baik 

mengenai wanita 

janda maupun 

gadis.
243

 

Mažhab Syafi‟i 

mamandang untuk 

wanita yang gadis 

masih dalam 

kekuasaan 

walinya.
244

 

 

No. Maqâs}id Syari’ah Mazhab Hanafi Mazhab Syafii 

                                                             
238

 Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, ‚Al-Hawi Al-Kabir‛,juz 9, 

(Beirut : Daar Kitab Al-Ilmiah, 1994), h. 40.  
239

 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Ghozwaini, Sunan Ibnu Majjah, juz 3, (tt, Dar al-

Risalah al-‘Alamiyah), h. 80.  
240

 Dedi Supriyadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, h. 35. 
241

 Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Ringkasan Kitab Al Umm,..h. 438. 
242

 Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, Sohih Muslim, vol 2, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas 

al-Arabi, tt), h. 1.037.  
243

 Jamal al-Din Abu Muhammad Ali bin Abi Yahya al-Ansori, al-Lubab fi Jam’i baina Sunah 
wal Kitab, juz 2, (Beirut: Dar al-Qolam, 1994), h.665. 

244
 Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Sayrozi, al-Muhaz\z\ab fil fiqh Imam Syafii, juz 2, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 429.   



1 Maqâs}id  al-Khas}s}ah atau „Illah. 

Mazhab  Hanafi 

memandang faktor 

usia, kedewasaan, dan 

baligh (mukallaf) 

menjadi ‘illat wanita 

boleh menikah tanpa 

adanya wali. 

Mazhab Syafii 

memandang 

faktor demi 

kehati-hatian 

dalam menjaga 

kehormatan 

kemaluan serta 

melindungi 

pernikahan dari 

gugatan dan 

gangguan orang 

lain.  

2 
Maqâs}id Qaribah atau Maqâs}id 

al-Juz‟iyah. 

( سفحفظ انن ) Penjagaan 

terhadap jiwa 

(seorang yang sudah 

dewasa, berakal sehat 

dan baligh, maka 

memang lebih baik 

memberikan kuasa 

sepenuhnya padanya 

dalam hal mengurus 

dirinya dan hartanya, 

termasuk dalam hal 

ini pernikahannya. 

 (حفظ اننسم)

Memperjelas 

nasab khususnya 

calon mempelai 

perempuan. Bagi 

calon mempelai 

pria akan lebih 

memahami nasab 

calonnya ketika 

ada walinya. 

3 
Maqâs}id „Aliyah atau Maqâs}id al-

„Ammah. 

Dengan menikah 

tanpa wali, mencegah 

seseorang wanita 

terjerumus ke 

perzinaan bilamana 

wanita tersebut sudah 

memiliki hasrat dan 

nafsu kepada laki-laki 

namun dalam keadaan 

jauh dari walinya. 

Pernikahan akan 

terjaga dari 

gangguan pihak 

luar yang ingin 

menggugat.
245

 

Terciptanya 

kepatuhan 

terhadap aturan 

negara tentang 

syarat 

pernikahan.   

 

 

                                                             
245

 Zakariya al-Anshori, Syarah minhaj al-Thullab, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah jilid 6, h. 

293. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pertama, perbedaan terletak pada penafsiran dan pemhaman mengenai nas}s} yang 

berkaitan dengan wali nikah. Maz}hab Hanafi menafsirkan surat al-Baqarah ayat 

232 sebagai petunjuk bahwa wali tidak diperlukan dalam pernikahan karena di 

ayat tersebut wali tidak boleh menghalangi anaknya untuk menikah. Sedangkan 

maz}hab Syafii memandang hal itu sebagai wajibnya wali dalam pernikahan. 

Kedua, perbedaan terletak pada ‘illat (alasan) hukumnya. Maz}hab Hanafi 

mempunyai alasan hukum wanita dewasa sudah dianggap cakap hukum untuk 

mengurus dirinya dan hartanya. Alasan lain menyamakan aqad nikah seperti aqad 

jual beli yang mana wanita dewasa boleh melakukannya sendiri. Sedangkan 

maz}hab Syafii mempunyai alasan dengan wajib adanya wali demi kehati-hatian 

alat kemaluan dan melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan pihak lain.     

2. Maqâs}id Khas}s}ah dari maz\hab Hanafi yaitu memandang faktor mukallaf (berakal 

sehat dan baligh) sebagaimana mukallaf juga menjadi illat diperbolehkannya 

seseorang melakukan akad jual beli tanpa wali. Sementara Maz\hab Syafii dengan 

‘illah demi kehati-hatian dalam menjaga kehormatan kemaluan. Kemudian, 

Maqa>s}id Juz’iyah-nya, maz\hab Hanafi  mengedepankan perlindungan akal (hifz 

aql) dan jiwa (hifz nafs) sebagai Maqa>s}id Juz’iyah dari hukum diperbolehkannya 

nikah tanpa wali. Sedangkan maz\hab Syafi’i lebih mengedepankan perlindungan 

terhadap kehormatan kemaluan (hifz nasl). Kemudian Maqas}id ‘ammah-nya 



maz\hab Hanafi yaitu untuk menghindarkan setiap orang dari hukum zina, 

terutama bagi kedua pasangan yang sudah saling memiliki hasrat, namun mereka 

jauh dari orang tua. Sedangkan maz\hab Syafi’i yaitu mencegah gangguan dan 

gugatan dari pihak manapun terhadap kelanggengan setiap pernikahan. Dengan 

adanya wali, akan didapatkannya doa dan restu dari orang tua supaya tercipta 

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama pernikahan.  

 

B. Saran 

Kepada pihak yang dalam hal ini sudah memiliki pasangan dan sudah memiliki 

hasrat untuk menikah, namun jauh dari orang tua. Memang dalam pernikahan mazhab 

Hanafi membolehkan menikah tanpa kehadiran wali. Tapi dengan ketentuan seorang 

wanita itu sudah mukallaf dan calon yang dipilih pria yang sekufu dengannya. 

Meskipun mazhab Hanafi membolehkan menikah tanpa kehadiran wali. Untuk lebih 

berjaga-jaga dan lebih baiknya seorang anak perempuan menghadirkan wali dalam 

pernikahannya. Karena bagaimanapun seorang anak perempuan membutuhkan wali 

dalam pernikahan. Wali bisa berfungsi sebagai pelindung dan penasihat dalam 

pernikahan. Supaya aman dari gugatan pihak lain, dan dengan doa restu dari wali 

tersebut supaya terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. 
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